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BUPATI BULUKUMBA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 
NOMOR 43 TAHUN 2022 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULUKUMBA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf c 
Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Daerah; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 

1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516]; 



tentang 
Rcpublik 

23 Tahun 2014 
(Lembaran Negara 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
Undang-Undang Nomor 
Pemerintahan Daerah 

5. 

Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
dan Nomenklatur 
Keuangan Daerah 

Tahun 2019 Nomor 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 
Perencanaan Pembangunan dan 
(Berita Negara Republik Indonesia 
1447) 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, 
Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076]; 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor I 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 
Nomor 1); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Bulukumba. 
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungiawaban, dan pegawasan keuangan daerah 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APED adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah 

7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, 
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas 
hasilnya, serta penyajian laporan 

8. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah 
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

9, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat 
PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. 

10. Kerangka konseptual akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar 
penyusunan dan pengembangan SAP dan merupakan acuan bagi Komite 
Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, 
pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan 
atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam PSAP. 

11. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 
selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian 
lebih lanjut atas PSAP. 

12. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis 
akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. 

13. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, 
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta 
mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan 
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. 

14. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi 
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 
keuangan. 

15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
penjabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum 
Daerah. 

16. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih 
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang 
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungiawaban berupa 
laporan keuangan. 
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17. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/ pengguna 
barang dan BUD wajib untuk menyelenggarakan akuntansi dam 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

18. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang 
berada di Saruan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba. 

19, Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

20. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah 
la poran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian 
sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang 
menggambarkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode 
pelaporan. 

2L. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu 
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 
tertentu. 

22. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan 
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang 
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

23. Laporan Arus Kas selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang 
menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, 
investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, 
penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama 
periode tertentu. 

24. Laporan perubahan ekuitas selanjutnya disingkat LPE adalah laporan 
yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 
pelaporan dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. 

25. Catatan atas Laporan Keuangan selanjutnya disingkat CaLK adalah 
penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, 
LPSAL, Neraca, LO, LPE, dan LAK. 

26. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah 
kode perkiraan buku besar akuntansi yang terdiri dari kumpulan 
akun nominal dan akun riil secara lengkap yang digunakan di 
dalam pembuatan jurnal, buku besar, neraca lajur, neraca 
percobaan, dan laporan keuangan. 

BAB I 
KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Daerah menerapkan SAP berbasis akrual. 
(2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: 

a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan 
b. kebijakan akuntansi akun. 

(3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hurufa, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan 
yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan. 

(4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 
transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas: 
a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan 
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP. 



Pasal 3 

(1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari: 
a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; 
b. penyajian laporan keuangan; 
c. laporan realisasi anggaran; 
d. laporan perubahan SAL; 
e. neraca; 
f. laporan operasional; 
g. laporan arus kas; 
h. laporan perubahan ekuitas; dan 
i. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat () 
huruf b terdiri dari: 
a. akuntansi aset; 
b. akuntansi kewajiban; 
c. akuntansi ekuitas; 
d. akuntansi pendapatan-LRA; 
e. akuntansi pendapatan-LO; 
f. akuntansi belanja; 
g. akuntansi beban; 
h. akuntansi transfer; 
i. akuntansi pembiayaan; 
j. akuntansi belanja bantuan sosial; dan 
k. akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 

perubahan estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan dan 
peristiwa luar biasa. 

(3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

(4) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB Ill 
PELAPORAN KEUANGAN 

Pasal 

(I) Entitas Pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, 
wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan yang paling 
rendah terdiri dari: 

(2) 

a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan SAL; 
c. neraca; 
d. laporan operasional; 
e. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 
Entitas Akuntansi dalam rangka pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, 
untuk perangkat daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan 
yang paling rendah terdiri dari: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan operasional; 
c. laporan perubahan ekuitas; 
d neraca, dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 



(3) PPKD selaku BUD dalam rangka pertanggungiawaban pengelolaan 
perbendaharaan daerah wajib menyusun Laporan Keuangan yang paling 
rendah terdiri dari: 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan operasional; 
c. neraca, 
d. laporan arus kas; 
f. laporan perubahan ekuitas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan 

BAB JV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulukumba 
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Bulukumba [Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 11 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bulukumba. 

Ditetapkan di Bulukumba 
pada tanggal as e.ab«c +e2a 

BUPTi BULUKUMBA, 

Diundangkan di Bulukumba 
pada tanggal 2& Dember a. 

SEKE DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, • 

?\ 
w-Mists«o 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022 NOMOR 43 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 
NOMOR TAHUN 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN 

I. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN 
BULUKUMBA 

A. PENDAHULUAN 

I. KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI 
Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah 
terdiri atas: 
a. Kerangka Konseptual 

Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan 
dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum 
dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 
maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan 
keuangan. 

b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan 
Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan 
serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan 
keuangan. 

c, Kebijakan Akuntansi Akun 
Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan 
pengungkapan transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP] atas: 
1) Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan 

pengakuan dan/atau pengukuran di Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP] yang memberikan 
beberapa pilihan metode. 

2) Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan 
dan/atau pengukuran yang ada di SAP 

3) Pengaturan hal-hal yang belum diatur SAP 

2, TUJUAN 

a. Tujuan kerangka konseptual akuntansi 
acuan bagi: 
p) Penyusun laporan keuangan dalam 

masalah akuntansi yang belum 

yaitu sebagai 

menanggulangi 
diatur dalam 

kebijakan akuntansi; 
2) Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai 

apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan 
kebijakan akuntansi; dan 

3) Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan 
informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang 
disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi. 

b. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal 
terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam 
Kebijakan Akuntansi. 



c. Kebijakan akuntansi yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang 
telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan 
untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

d. Tujuan kebijakan akuntansi yaitu mengatur penyusunan 
dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk 
tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan 
laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. 
Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka 
konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan 
kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka 
konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian 
diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan 
pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan 

3. RUANG LINGKUP 

a. Kerangka konseptual ini membahas: 
1) Komponen utama kebijakan akuntansi; 
2) Tujuan kerangka konseptual; 
3) Asumsi dasar; 
4) Karakteristik kualitatif laporan keuangan; 
5) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan; dan 
6) Kendala informasi akuntansi. 

b. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan 
setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah 
Daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, 
tidak termasuk perusahaan daerah. 

• ASUMSI DASAR 

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah 
yaitu anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa 
perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, 
yang terdiri atas: 
a. asumsi kemandirian entitas; 
b. asumsi kesinambungan entitas; dan 
c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary 

measurement). 
Adapun penjelasan masing-masing asumsi dasar 
berikut: 
a. Kemandirian Entitas 

Asumsi kemandirian entitas yang berarti bahwa unit 
pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas 
akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan 
mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan 
keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit 
pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu 
indikasi terpenuhinya asumsi ini yaitu adanya kewenangan 
entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya 
dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggng jawab 
atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca 
untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya termasuk 
atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya 
dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan 
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keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan 
kegiatan yang telah ditetapkan 

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan 
dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan yaitu unit 
pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas 
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang 
undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi yaitu unit 
pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan 
kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan 
menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang 
diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan. 

b. Kesinambungan Entitas 

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan 
asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut 
keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan 
likuidasi. 

c. Keterukuran Dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) 

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan 
setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan 
satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan 
dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. 

B. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran 
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keemnpat karakteristik berikut 
ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan 
keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang 
dikehendaki: 
I. Relevan; 
2. Andal; 
3. Dapat dibandingkan; dan 
4. Dapat dipahami. 

Penjelasan untuk masing karakteristik kualitatif laporan keuangan 
adalah sebagai berikut: 

I. RELEVAN 

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan 
apabila informasi yang termuat didalamnya dapat 
mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan 
membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa 
kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil 
evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, 
informasi laporan keuangan yang relevan yaitu yang dapat 
dihubungkan dengan maksud penggunaannya. 
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AG 4 

Informasi yang relevan harus: 
a. memiliki manfaat umnpan balik (feedback value], artinya 

bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus 
memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan 
untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa 
lalu; 

b. memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa 
laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat 
membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa 
yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan 
kejadian masa kini; 

c. tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah 
daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat 
berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan 
pengguna laporan keuangan; dan 

d. lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan 
pemerintah daerah harus memuat informasi yang 
selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi 
akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan 
keputusan pengguna laporan. 

2. ANDAL 

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus 
bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 
material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat 
diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika 
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan 
informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. 
Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik: 
a. penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan 

pemerintah daerah harus memuat informasi yang 
menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa 
lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar 
dapat diharapkan untuk disajikan; 

b. dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan 
keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi 
yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih 
dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap 
menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda; dan 

c. netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah 
daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk 
memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 
kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk 
menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, 
sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain. 

3. DAPAT DIBANDINGKAN 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah 
daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan 
laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan 
pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat 
dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara 
internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan 
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kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun 
Per bandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah 
daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi 
yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan 
kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan 
akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan 
akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya 
perubahan tersebut. 

4. DAPAT DIPAHAMI 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat 
dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan 
dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas 
pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna 
la poran diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas 
kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta 
adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari 
informasi yang dimaksud. 

C. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai 
ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara 
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam 
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam 
memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini yaitu 
delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah: 

1. Basis akuntansi; 
2. Prinsip nilai historis; 
3. Prinsip realisasi; 
4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal; 
5. Prinsip periodisitas; 
6. Prinsip konsistensi; 
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan 
8. Prinsip penyajian wajar. 

Penjelasan dari masing-masing prinsip yang digunakan dalam 
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai 
berikut: 

1. BASIS AKUNTANSI 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 
pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan 
pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam ha 
peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan 
keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan 
laporan demikian 
Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa 
pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh 
pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di 
Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan 
beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan 
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas 
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belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau 
entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing 
dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional. 
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis 
kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa 
pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat 
kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas 
pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan 
diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum 
Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan 
dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun 
berdasarkan basis akrual. 
Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan 
ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau 
pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada 
keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau 
setara kas diterima atau dibayar 

2. PRINSIP NILAI HISTORIS 

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai 
wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset 
tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas 
yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban 
di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan 
pemerintah daerah. 
Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai 
yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat 
diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat 
digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. 

3. PRINSIP REALISASI 

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia 
yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah 
suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar 
utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA 
masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka 
pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi 
melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. 
Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against 
revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi 
pemerintah daerah sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi 
sektor swasta. 

4. PRINSIP SUBSTANSI MENGUNGGULI BENTUK FORMAL 

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan 
jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, 
maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan 
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan 
hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi 
transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan 
aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan 



dengan jelas dalam catatan atas Laporan Keuangan. 
5. PRINSIP PERIODISITAS 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah 
perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja 
pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang 
dimihikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan 
adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan 
semesteran juga dianjurkan. 

6. PRINSIP KONSISTENSI 

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang 
serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan 
(prinsip konsistensi internal]. Hal ini tidak berarti bahwa tidak 
boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode 
akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat 
diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan 
mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding 
metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini 
diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan. 

7. PRINSIP PENGUNGKAPAN LENGKAP 

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara 
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi 
yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat 
ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan 
atau Catatan atas Laporan Keuangan. 

8. PRINSIP PENYAJIAN WAJAR 

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, 
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan 
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 
Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat 
diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah 
ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan 
tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan 
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan 
menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan 
keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung 
unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam 
kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak 
dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu 
rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat 
tidak memperkenankan, misalnya: pembentukan cadangan 
tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang 
terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau 
belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan 
menjadi tidak netral dan tidak andal. 



z. 

D. KENDALA INFORMASI AKUNTANS 

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap 
keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal 
dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan 
pemerintah daerah yang relevan dan andal akibat keterbatasan 
(limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang 
menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan 
keuangan pemerintah daerah, yaitu: 
I. Materialitas; 
2. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan 
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. 

Penjelasan dari tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi 
akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai 
berikut: 
L. MATERIALITAS 

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya 
memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat 
informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi 
dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan 
atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat 
mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas 
dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. 

2, PERTIMBANGAN BIAYA DAN MANFAAT 

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam 
la poran keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari 
biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. 
Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak 
semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil 
dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi 
biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang 
substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh 
pengguna informasi yang menikmati manfaat. 

3. KESEIMBANGAN ANTAR KARAKTERISTIK KUALITATIF 

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk 
mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai 
tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan 
keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar 
karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara 
relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara 
dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah 
pertimbangan profesional. 



II. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN 

A. PENDAHULUAN 
I. Defenist 

a. berikut istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan 
dengan pengertian: 
1) Kebijakan akuntansi yaitu prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik 
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan 

2) Basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas 
atau setara kas diterima atau dibayarkan. 

3) Basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui 
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 
dibayar 

4) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan 
dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, 
belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam 
satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi 
tertentu secara sistematis untuk satu periode. 

5) propriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD 
yang merupakan mandat yang diberikan kepada bupati 
untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai 
tujuan yang ditetapkan. 

6) Badan Layanan Umum (BLU/ Badan Layanan mum 
Daerah [BLUD yaitu instansi di lingkungan pemerintah 
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa 
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan 
dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 
prinsip efisiensi dan produktivitas 

7) Perusahaan dacrah yaitu badan usaha yang seluruh 
atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah 
Daerah. 

8) Periode akuntansi yaitu periode pertanggungiawaban 
keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama 
dengan periode tahun anggaran. 

9) Tanggal pelaporan yaitu tanggal hari terakhir dari suatu 
periode pelaporan. 

10) Mata uang pelaporan yaitu mata uang rupiah yang 
digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. 

I Konsolidasi yaitu proses penggabungan antara akun 
akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan 
dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi 
dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi 
akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai 
satu entitas pelaporan konsolidasian. 

12) Materialitas yaitu suatu kondisi jika tidak tersajikannya 
atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi 
keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas 
dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada 
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hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang 
dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana 
kekurangan atau salah saji terjadi. 

13) Aas Bruto yaitu suatu prinsip yang tidak 
memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan 
setelah dikurang pengeluaran pada suatu unit 
organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan 
pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara 
penerimaan dan pengeluaran 

14) Belanja yaitu semua pengeluaran dari Rekening Kas 
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 
pemerintah. 

15) Kas yaitu uang tunai dan saldo simpanan di bank yang 
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemerintahan. 

16) Kas Daerah yaitu tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 
daerah. 

17) Rekening as mum Daerah selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

18) Brus as yaitu arus masuk dan arus keluar kas dan 
setara kas pada Bendahara Umum Daerah. 

19) Aktivitas operasi yaitu aktivitas penerimaan dan 
pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan 
operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. 

20) Aktivitas investasi yaitu aktivitas penerimaan dan 
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan 
pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak 
termasuk dalam setara kas. 

21) Aktivitas pendanaan yaitu aktivitas penerimaan kas 
yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas 
yang akan diterima kembali yang mengakibatkan 
perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan 
piutang jangka panjang. 

22) Aktivitas non, anggaran 
atau pengeluaran kas 
anggaran pendapatan, 
pembiayaan pemerintah. 

23) Aktivitas Transitoris yaitu aktivitas penerimaan atau 
pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas 
operasi, investasi, dan pendanaan. 

24) Metode_ekuitas yaitu suatu metode akuntansi yang 
mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga 
perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian 
disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas 
kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima 
investasi (investee] yang terjadi sesudah perolehan awal 
investasi. 

yaitu aktivitas penerimaan 
yang tidak mempengaruhi 

belanja, transfer, dan 



25) Metode_ Langsung yaitu metode penyajian arus kas 
dimana pengelompokan utama penerimaan dan 
pengeluaran kas bruto harus diungkapkan 

26) Nilai_ nominal yaitu nilai yang tertera dalam surat 
berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham 
dan obligasi. 

27) Nilai pasar yaitu jumlah yang dapat diperoleh dari 
penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara 
pihak-pihak yang independen. 

28) Aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai 
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari 
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, 
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber 
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 
budaya. 

29) Ekuitas yaitu kekayaan bersih 
merupakan selisih antara aset 
pemerintah. 

30) Kemitraan yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih 
yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan 
kegiatan yang dikendalikan bersama dengan 
menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. 

31 Nilai wajar yaitu nilai tukar aset atau penyelesaian 
kewajiban antara pihak yang memahami dan 
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 

32) Manfaat sosia] yang dimaksud dalam standar ini yaitu 
manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan 
satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan 
pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun 
golongan masyarakat tertentu. 

33) Nilai historis yaitu jumlah kas atau ekuivalen kas yang 
dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan 
pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset 
investasi pada saat perolehannya. 

34) Biaya perolehan yaitu jumlah kas atau setara kas yang 
telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar 
imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan 
untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau 
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi 
dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 

35) Nilai tercatat (carrying amount aset yaitu nilai buku 
aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset 
setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 

36) Kontrak_ konstruksi yaitu perikatan yang dilakukan 
secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu 
kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau 
saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan 
fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. 

37) Kontraktor yaitu suatu entitas yang mengadakan 
kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa 
konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai 
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dan kewajiban 



dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak 
konstruksi. 

38) Uang muka kerja yaitu jumlah yang diterima oleh 
kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka 
kontrak konstruksi. 

39) Klaim yaitu jumlah yang diminta kontraktor kepada 
pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang 
tidak termasuk dalam nilai kontrak. 

40) Pemberi kerja yaitu entitas yang mengadakan kontrak 
konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau 
memberikan jasa konstruksi. 

41) Retensi yaitu jumlah termin (progress billing] yang belum 
dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan 
dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut. 

42) Termin (progress billing yaitu jumlah yang ditagih untuk 
pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik 
yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh 
pemberi kerja. 

43) Beban yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi 
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, 
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset 
atau timbulnya kewajiban. 

44) Dana Cadangan yaitu dana yang disisihkan untuk 
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif 
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 

45) Investasj yaitu aset yang dimaksudkan untuk 
memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, 
dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

46) Pembiayaan financing yaitu setiap penerimaan yang 
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran 
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah 
daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit 
atau memanfaatkan surplus anggaran. 

47) Selisih rs yaitu selisih yang timbul karena penjabaran 
mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. 

48) Pendapatan-LO yaitu hak Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai penambah ckuitas dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 
kembali. 

49) Pendapatan-Lt yaitu semua penerimaan Rekening Kas 
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 
menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar 
kembali oleh Pemerintah Daerah. 

50) Penyusutan yaitu penyesuaian nilai sehubungan dengan 
penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset 

51) Persediaan yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 
kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang 
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau 
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diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 

52) Pos yaitu kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada 
lembar muka laporan keuangan. 

53) Pos_luar biasa yaitu pendapatan luar biasa atau beban 
luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi 
yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan 
sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau 
pengaruh Pemerintah Daerah. 

54) Saldo Anggaran Lebih yaitu gunggungan saldo yang 
berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun 
anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta 
penyesuaian lain yang diperkenankan. 

55) Selisih kurs yaitu selisih yang timbul karena penjabaran 
mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda. 

56) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat 
likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari 
risiko perubahan nilai yang signifikan. 

57) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran [SiLPA/SiKPA] 
yaitu selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan 
dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. 

58) Surplus/dcfisit-LO yaitu selisih antara pendapatan-LO 
dan beban selama satu periode pelaporan, setelah 
diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non 
operasional dan pos luar biasa. 

59) Surplus/defisit-LA yaitu selisih lebih/kurang antara 
pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode 
pelaporan. 

60) Tanggal pelaporan yaitu tanggal hari terakhir dari suatu 
periode pelaporan. 

61) Transfer yaitu penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu 
entitas pelaporan dari/kepada Pemerintah Daerah, 
termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

62) Utang transfer yaitu kewajiban Pemerintah Daerah 
untuk melakukan pembayaran kepada entitas pelaporan 
lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. 

2. Tujuan 
a. tujuan kebijakan ini yaitu mengatur penyajian laporan 

keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial 
statements] dalam rangka meningkatkan keterbandingan 
laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, 
maupun antar entitas akuntansi; 

b. untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini menetapkan 
seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan 
keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan 
persyaratan minimum isi laporan keuangan; dan 

c. laporan keuangan untuk tujuan umum yaitu laporan 
keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 
bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, 
pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi 
spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain diatur dalam 
kebijakan akuntansi yang khusus 



3. Ruang Lingkup 

a. laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan 
disajikan dengan basis akrual; 

b. laporan keuangan untuk tujuan umum yaitu laporan yang 
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang 
dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, 
lembaga pemeriksa/ pengawas, pihak yang memberi atau 
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, 
serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Provinsij. Laporan keuangan meliputi laporan 
keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan 
keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya 
seperti laporan tahunan 

c. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan 
dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan 
Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan yaitu Pemerinta.h 
Daerah dan entitas akuntansi yaitu SKPD dan BUD, Tidak 
termasuk perusahaan daerah. 

4, Basis Akuntansi 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 
pemerintah daerah yaitu basis akrual, namun dalam hal 
anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka 
Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas. 

B, TUJUAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai 
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah. Tujuan umum laporan keuangan yaitu 
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, 
saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas 
Pemerintah Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam 
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber 
daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah 
yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan 
keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah 
Daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 

menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ckonomi, 
kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah; 

2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah; 

3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan 
penggunaan sumber daya ekonomi; 

4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 
anggarannya; 

5. menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Daerah 
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

6. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah 
untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 
kemampuan Pemerintah Daerah dalam mendanai aktivitasnya 
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Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan 
prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk 
memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi 
yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang 
berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan 
keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenair 
1 indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan 

sesuai dengan anggaran; dan 
2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai 

dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan 
oleh DPRD. 

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan 
informasi mengenai Pemerintah Daerah dalam hal 
• aset; 
2. kewajiban; 
3. ekuitas; 
4. pendapatan-LRA; 
5. belanja; 
6. transfer; 
7. pembiayaan; 
8. saldo anggaran lebih 
9. pendapatan-LO; 
Io. beban; dan 
I1 arus kas. 
Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi 
tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak 
dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tam bahan, 
termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama 
dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih 
komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu 
periode. 
Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu 
para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan 
pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi 
keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi 
tam bahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan 
outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja 
keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian 
kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan. 

C. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN 

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
berada pada pimpinan entitas. 

D. KOMPONEN- KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN 

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan 
keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary 
reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi 
sebagai berikut: 
I. laporan realisasi anggaran; 
2. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
3. neraca; 
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4. laporan operasional; 
5. laporan arus kas; 
6. laporan perubahan ekuitas; dan 
7. catatan atas laporan keuangan. 
Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh 
setiap entitas, kecuali: 
1. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum 

Daerah dan Pemerintah Daerah; 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan 

oleh Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah (Tingkat 
Konsolidasi). 

III. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

A. PENDAHULUAN 

I. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan 
keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan 
ketaatan terhadap APBD 

2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran yaitu memberikan 
informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. 
Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan 
tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara 
legislatif dan cksekutif sesuai dengan peraturan perundang 
undangan. 

3. Ruang Lingkup: 
a) kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA 

dalam penyusunan laporan realisasi anggaran yang disusun 
dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas; 
dan 

b) pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas 
akuntansi/ pelaporan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, 
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak 
termasuk perusahaan daerah. 

4. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut: 
a) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, 

belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari 
suatu entitas pelaporan yang masing-masing 
diperbandingkan dengan anggarannya; 

b) melakukan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber 
sum ber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas 
pelaporan terhadap anggaran; 

c) melakukan prediksi sumber daya ekonomi yang akan 
diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan 
daerah dalam periode mendatang; 

d) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara 
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja 
pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektifitas 
penggunaan anggaran; 

e) laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang 
berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang 
akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah 
dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan 
secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat 
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menyediakan informasi kepada para pengguna laporan 
tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya 
ekonomi; 
I) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; 
2) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD]; 

dan 
3) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang 

undangan. 

B. PERIODE PELAPORAN 
I. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya dua 

kali dalam setahun, yaitu Laporan Semesteran dan Prognosis 6 
(enam) Bulan Selanjutnya dan Laporan Realisasi Anggaran atas 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

2. Entitas Akuntansi menyajikan laporan realisasi anggaran 
selambat-lambatnya I (satu) bulan setelah berakhirnya 
semester pertama untuk Laporan Semesteran dan Prognosis 6 
(enam) Bulan Selanjutnya serta (satu) bulan setelah 
berakhirnya tahun anggaran untuk Laporan Realisasi Anggaran 
APBD, dan entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi 
anggaran selam bat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya 
tahun anggaran. Faktor -faktor seperti kompleksitas operasi 
pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas 
ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan 
keuangan tepat waktu. 

C. STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
I. Struktur Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan dan 

membandingkan dengan anggaran dan realisasi masing-masing 
pos laporan realisasi anggaran dalam satu periode. 

2. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasikan 
secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika 
dianggap perlu informasi berikut.: 
a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; 
b. cakupan entitas pelaporan; 
c. periode yang dicakup; 
d. mata uang pelaporan; dan 
e. satuan angka yang digunakan 

D. ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

• Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup 
pos-pos sebagai berikut: 
a. pendapatan-LRA; 
b. belanja; 
c. transfer; 
d. surplus/defisit-LRA; 
e. penerimaan pembiayaan; 
f. pengeluaran pembiayaan; 
g. pembiayaan neto; dan 
h. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA] 

2. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang 
mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal 
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dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material 
antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang 
merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk 
dijelaskan. 

3. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan secara wajar. 

E. INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI 
ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis 
pendapatan-LRA dan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis 
belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut 
jenis pendapatan disajikan pada catatan atas Laporan Keuangan. 
Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas 
Laporan Keuangan. 

F. PENYAJIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
Format Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebaga berikut: 



1) LRA SKPD 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 
SKPD . 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 

DESEMBER 20XX DAN 20XX 

(Dalam Rupiah) 
ngaran ealias Reals.as 

Uraian 20XX 20XX % 20XX 

PENDAPATAN 
PENDAPATAN ASL DAE RAH 

Pendapatan Pajak Daerah 
Pendapatan Retribusi Daerah 
Pendapatan Hail Pengelolaan Kekay#an 
Daerah yang Dipis.ahkan 
Lain-lain PAD yang Sah 

Jumlah Pendapat.an Ali Daerah 
JUMLAH PENDAPATAN 

BELANJA 
BELANJA OPERAS 

Belanja Pegwadi Belanja 
Barang dan ha 

Jumlah Belanja Operasi 

BELANJA MODAL 
Belanja Modal Tarah 
Belaja Modal Peralata da Mein 
Delana Modal Gedung dan Blangunan 
Belasnja Modal Malan, lrigasi, dan Jaringan 
Delana Modal Aet Tetap Lauinnya 
Belanja Modal Aset lainnya 

humlah Delana Modal 
JUMLAM BELANJA ·- �- - SURPLUS/DEF1SIT 



2) LRA SKPKD 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 
SKPKD . 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3 
DESEMBER 20XX DAN 20XX 

(Dalam Rupiah) 
And •• ea Reali 

Ura 20X 20X % 20XX 

PENDAPATAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAN 

Pendapta Pak Dara.h 
feedapact.an etnib Donah 
fenapat lad fen.eloner. Derhn. 
Dipiahk 
Laur-la PAD yang $ah 

Jura Pena.pt A Dena.h 

ENDAPATAN TRANSFER 
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 
DAN4 PERIMBANGAN 
Dana beg al 
Dana Alol Um 
Dana Alo.d 00. l 
Dana Alo.la kK00. No idle 

hum4ah Pend.pt Dr%.er De Perin..n 
ENDAATAN TRANSFER PEMEAINTAN PU'SAT 
LAIN NY4 
Dea lnntif Dara.h 
Dara Otomo Khu 
Dan Penya.an ' 
Da De 

Jund.ah Penh.pat.a Tr.fer Perno.th u. no 
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAE RAH 
feed.apat.an a lll 
aten Ku..en 

hum.lah Pena.pt Traher Ant Den.h 
fo0ad fed.a.pat.en n.fer 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DMEAN YANG 4 
Pendapatan lib.h 
endaptan Do Drurt 
endapn La 

Jumah Lr-la Ped.pat D%rah yang.h 
JUMLAH PENDAPATAN 

BE.LANA 
BELANJA OPERASl 

elanj Peg0wa 
belaja erg da Jae 
Belanja Bung 
Belay Sub«di 
Belanja ibah 
Belaja bafuen Sol 

Jura.h Delana Opera 

BELANJA MODAL 
Delana Modal Tan.ah 
Delana Moded Pers.data da Me 
Bean.a Modal Oedug dan Baran 

I elanja Mod.a Jada, ri, da Jargon 
Belasnja Meda Aet Tetap Laun.ya 

' beana Modal Aet laura 
Jumlah Bela.ja Modal 

ELANA TAK TERDUKA 
Bela.na Tak Terduga 



6a 

umlah Delanja Tak Tenda 
JUMLAH BELANJA 

' antuan eunan.tar Daer ' pate/Kot I antuan eun.nap%ten/Ko 
Provind 
atuan /euan.an Dara.h Provinate 

paten/Kot kepad De 
uml.ah Tranter 

JUMLAM BELANJA DAN TRANSFER 
SURPLUS/DEF1SIT 

N 
PEMBIAYAAN 

a SIL.PA 
Dea Cada.an 

Penjual Kelcy Dora.h yang Dipiahl.en 
nat.a Dora.h Penninta Pu 
Pja Dee.h fenenotah Der.h 

ya nan Der.h nab eon.n 
rim.an hnj.an Dr.h Lembo Ku.en.en 
al 

man nan Donah Obli 
Pj.an Dor.h Lano. 
Kebab Penberia lj an 
emb.en La 

wnlah Penni.n Pe bin 
UARAN PEMBLAYAAN 

tu.lo D.a Cada 
oa pen.ah Donah 
lira di Perrintah Pu.at 

n Pin.a di Perri.nth Danh Le 
jar« di Lr.be Ku..en bale 
jaa ni Lob Ku.en.en [u% 

Judah ene hon Preby 
EMBUAYAAN NETTO 

Le bi.h ermbvn a. 

PEMBIAYAA 
PENERIMAAN 

Pers 
Peper. 
Hal 
Petrin 
Peteei 
no 
eeein 
ban.le 
Pee 
Buken 
eneri 
enerion 
enee 
Pennie.. 

J 

TRAN9PE 
Belanj 
Kaba 
Belanja 
Daerah 
Betanja 
Kabu 
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3) LRA PEMDA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 

31 DESEMBER 20XX DAN 20XX 

(Dalam Rupiah) 
Ura Angara.n Reali % Reali 

20X¥ 20Xx 20XX 

PENDAPATAN 
PENDAPATAN ASL! DAE RAH 

Pendapata Pajak Dara.h 
feedapetas Retribui Dara.h 
Peedapat al Pengelol 4ery. D%rah yn. 
Dipiahle 
Lain lain PAD yang Sa.h 

Judah Pedaptan Ai Drah 
... 

PENDAPATAN TRANSFER 
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAM PUS4AT 
DAN4 PERIMBANGAN 
baa le al 
Dena Alo.k Ur 
Dana Alo. huh. 
Dana Alli k... io ' 

Judah Pend.apaten Tr%an.fr De. Perin.ban.on 

PENDAPATAN TRANSFER PEMEINTAN PU'SAT 
LAINNYA 
Dana lnntf Der.h 
Dana Otomo khvu. 
Dana Penya. 
Dan De 

Jura.h Pend«gt Traner Perrin.th Put 
Lann. 

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAN 
edapat.an le la.l 
antuan uh.n 

unlah Penh.pt Taler Ante Der.h 
Total Pendapat Traner 

LAIN LAIN PENDAPATAN DAE AH YANG $AH 
fend«pat hibah 
Pendaptan Dana Drurt 
fendapat.n Loya 

Judah Lain.An Pend.apt D%rah yang Sa 
JUMLAH ENDA4PATAN 

BELANJA 
BELANJA OPERAS! 

Delana eewad 
gebana Baran da ha 
Delana Bun. 
Bela Sub.di 
elanja Hibah 
belaja Batu Seal 

Jumlah Dela Opera.i 

BE.LANA MODAL 
belaj Modad ah 
elanja Modal Peralta da Mi 
Betanja Modad Gedung dan ban.gun.an 
Belaja Modat Jada, lrigasi, an Janina.n 
Delana Modal At Tetap Lanno 
belanja Modal Aet lay.a 

Jun.la.h Bela4 Moad 

BELANJA TAK TERDUG I 
Belanja Take frdu 

Jumlah Delana Tak Terdoga 
JUMLAH BELANJA 



atuan lua.nganan.tar Daera.h 
/Kot 

antuan Kurgan Kabupaten/Kot k 
loin 
Batu.an Ku.nan Donah Provine.a.tu 
en/iota epada Dea 
lah Transfer 

JUMLAH BE.LANJA DAN TRANSFER 
SURPLUS/DESIT 

PEMBUAYAAN 
SIL.PA 

Dea Cada.non 
uad eleye Drah mg Dipiahlae 

njata Dora.h Pernintah Put ' ' Pead Dr.h Perrot.ah Doh ' 
Pia.an Drah mob le 
Pinon Der.h Lob en 
Punja.re De Obi 
nj.are Dona.h Lann 
Kern.bahi Per.brae ea. 
enbiya Laa 

ah eneriom.an em.b a 
N PEMBIAYAAN 

tul Dae Calnan 
Moad perenitah Dena.h adi Penrith luf --- nan /nae.an di esnioh Den Lan 

a.r jar.n di Lee.be eu.an. .le 
an Paean di Lr.be Ku..gen Dul 

Judah en.gel.ran Pe bey.en 
PEMBUAYAAN NETTO eenh .an 

PEMBLAYAAN 
PENERIMAAN 

Peru.an 
Peneairan 
Hal Penj 
Peneri.n 
Perin 
and 
eerie 
Bak 
Pereria.an 
Bulan Banke 
fereran.en 
enerien.a 
fereran 
eretie 

um 

TRANSFER 
tetanja 
Kabupaten 
Belaj 
Daerah 
Belasja 
Kabupat 

Ju 



4) LRA PEMDA SESUAI SAP 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 

DESEMBER 20XX DAN 20XX 

(Dalam Rupiah) 
Urn An.ran eail % eali 

20XX 20XX 20XX 

PENDAPAT AN 
PENDAPATAN ASLI DAE AH 

Pendapate Pajak Daer.h 
endaptan etnibu Danh 
endapaten lla fengelola Kelcy.% DD%rah y.a. 
Dipiah.kn 
ain lain PAD yang Sah 

Juah Pend.paten Adi Dara.h 

PENDAPATAN TRANS9FE 
TRANSFER PEMERINTA PUSAT DANA 
PERIMBANGAN 
Dana a al D% le 
Dea bag lat Surber Dy Alorn 
Aloi Aoki Leu 
Dana Alo 6hue 

hlh Penpt Tran.fer De erian.ba.. 
TRANSFER PEMEINTAM PUSAT LAINNYA 
Da Otonoi Khu 
Dae Pend 

hula Pendaptn Ton.fer enith 
Lanny 

TRAN9ER PEMERINTAH PON9I 
Pend.ate be lHal Paa 
feedapat.an le la./ Lad. 

Judah edpet Tr%fer At D%rah 
fetal Pend.paten Tr.n.fer 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAN YAN $AH 
Pendapt Fib.ah 
Pend.apt Den Darurt 
Pend.pa Lanny 

Judah Lr-la end.pct Dar.h yr Sh 
JUMLA4 PEND4PATAN 

BE.LANJ 
BELANJA OPERASl 

elanja Pews 
Bela.a erg da Ja 
elanja Bun 
Beland Sub%di 
belaja Hibah 
belay Batun So 

Jumlah Bela.nja Oprad 

ELANA MODAL 
Belaja Modal T%en.ah 
belanja Moad feral.tan dan Mei 
Belaja Modal Gedung da tau.an 
belanja Modal an, In,dn Jar. 
Bela.a Mola Aet feta Lina 
Belanja Modal Aet lane 

Judah Delana Modal 

BELANJA TAK TERDUGA 
Belanja fake erdu 

Judah elaja Tak Terdu 
JUMLA BELANJA 

TRANSFER 
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 

Transfer Bag lad Paa.l I refer Bai Hat etribud 
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Transfer Ba llaet Pend.apat.an Laure ' Jumlah Transfer Transfer Bai lH.al Pend.apt 

TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 
Transfer Latu.an eun.$nk Dea 
Transfer Batun Ke.organ Lay 

Judah Transfer Tran.fer Batu. Kung.n 

JU MLAH BELANJA DAN TRANSFER 
SURPLUS/ DE1SIT 

PE MBAYAAN 
PENERIMAAN PE MBIAYAAN 

Peng#aau S4LP 
Penears Dae Caden.an 
Hal enju.adan Kele«. Drah yt Dipi.ah.kn 
Pereria Para Drah ennotah Put 
enet en Pinj.a.a Dora.h eternintah Dena.h 
Lanny.a 
eneride lo Dara.h Leeb Ku.non 
bank 
Penerir lj.en Drah Len.bean.. 
uan ban. 
Penerind lint. Dora.hh Obli 
eerie .Lah Lr 
Penerinn mbahi Pember.an /nan 
Penniman Fem.bey.n Lanny.a 

Judah Perera Pee.by.n 

ENGELUARAN PEMBAYAAN 
feebetulee De Cad.n.gee 
eyertn Mo proninth Doh 
en.barn in di Penrith Put es baryon non di Pent Danh La 
er.baya Pin.. di Leese.be u. bl 
Peebaryarr.n Pin.j..aen di Lmob« u.. Bl 
a ' 
feebaryan jar.aen Del ieeri 0bllii ' 
Pee.bay.are Pyre Dad Neri lane I 
Peeberan /.nepo era.n A. 
fee.beta inept eruha Den. 
Pemberiaen Pita pad ferrite.ah Drah 
ya 

Jumah engluer Pert '"" PEMBIAYAAN NETTO 

• bth mnvn An 

31 



IV. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

A. PENDAHULUAN 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi 
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

B. ISI LAPORAN 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara 
komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut 
I. Saldo Anggaran Lebih awal; 
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; 
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; 
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; 
5. Lain-lain; dan 
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir. 
Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih 
lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan 
Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

C. PENYAJIAN 

Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagai berikut: 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 
PER 3I DESEMBER 20XX DAN 20XX 

(Dalam Rupiah) 
URAIAN 20XX 20XX 

Saldo Anggaran Lebih Awal 
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Ber jalan 

Subtotal 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

Subtotal 
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 
Lain-lain 

saldo Anggaran Lebih Akhir 



V. NERACA 

A. PENDAHULUAN 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 
Ruang Lingkup akuntansi neraca diterapkan dalam penyajian 
neraca entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang disusun dan 
disajikan dengan menggunakan berbasis akrual. 
Manfaat informasi dalam neraca, antara lain: 
I. Menilai kemampuan entitas pelaporan dalam 

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang; 
dan 

2. Menilai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, 
dan ekuitas entitas pelaporan. 

B. PERIODE PELAPORAN 

1. Neraca disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. 
2. Entitas Akuntansi menyajikan neraca selambat-lambatnya l 

(satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, dan entitas 
pelaporan menyajikan neraca selambat-lambatnya 3 (tiga) 
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Faktor-faktor 
seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan 
pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk 
menyajikan laporan keuangan tepat waktu. 

C. ISI NERACA 

L. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode 
sebelumnya pos-pos berikut: 
a, kas dan setara kas; 
b. investasi jangka pendek; 
c. piutang pajak dan bukan pajak; 
d. persediaan; 
e. investasi jangka panjang; 
f. aset tetap; 
g. kewajiban jangka pendek; 
h. kewajiban jangka panjang; dan 
i. ekuitas. 

2. Pos tambahan dapat disajikan dengan tujuan untuk menyajikan 
secara wajar posisi keuangan. Pertimbangan disajikannya pos 
pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor -faktor 
berikut ini: 
a. sifat, likuiditas, dan materialitas aset; 
b. fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan, dan 
c. jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban. 

3. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang 
kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai 
contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya 
perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar 
yang diestimasikan 



D. KLASIFIKASI POS DALAM NERACA 

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengklasifikasikan 
aset menjadi aset lancer dan aset nonlancar, dan 
mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka 
pendek dan kewajiban jangka panjang 

2. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: 
a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau 

dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal pelaporan, atau 

b. berupa kas dan setara kas. 
3. Semua aset selain yang termasuk pada angka 2 huruf a dan 

huruf b, diklasifikasikan sebagai aset nonlancar. 
4. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka 

pendek, piutang, dan persediaan. 
5. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka 

panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk 
mempermudah pemahaman atas pospos aset nonlancar yang 
disajikan di neraca. 

E. PENYAJIAN NERACA 

Format Neraca disajikan sebagai berikut: 



1) NERACA SKPD 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 
SKPD . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

NERACA 
Per 31 Desember 20XX dan 20XX 

Uran 20XX 20XX 

sT 
A8ET LANCA 

Ka dan Seta 
Ka di Bendahaa Pere la 
a di Bendaha Peneneon 
Ka di BLUD 
Ka Dana OS 
Ka Dana Kg.ta pea 
Lauw.a 

utang Papa. 
Putang etribud 
utan Lady 
enihutong 
Be ban Dibary Di. 
eredi 

humnlh At.cf 

ASET ETA 
Tawna 
Penadatn de Me 
Gedung da Laue.an 
had, lrig dan haring.n 
At Tete Lanny 
Kortrul Dade fen9. 
uua Penya.en 

huh At Ttp 

A8ET LAINNYA 
Taghan hank Pana. 

f%ha Penju.ln Ann 
Tuntutan Gani Ru 

emtran den phk Ket 
Aet Tidake Berwuud 
et Lain lan 
Alu ort i4et fide erwusud 
Akurule Penya.en At La. 

hum.h At Lady 
UM'LAM ASET 

KEWAJTBAN 
KEWAJTSAN JANOKA PENDEK 

Utang Peritunan fik Kti ( 
erdapata Ditenon nu 
Utang Belanj 
Uta hank Pentek La. 

um.hwpi hon.a led 
JUM LAM KEWA.TBA 

EKUITAS 
EKUITAS 
Surplu/ De flit-LO 
left Untrue Di.elided 

JUM'LAM EWA.JTBAN DA KUTA 



2) NERACA SKPKD 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 
SKPKD 

NERACA 
Per 31 Desember 20XX dan 20XX 

Uraian 20XX 20XX 

SET 
ASET LANCAR 

Kas dan Setara Kas 
as di Bendahara Pengeluaran 
Kas di Bendahara Penenerimaan 
Kas di BLUD 
Kas Dana BOS 
Kas Dana Kapitasi pade FTP 
Kas Lainn.ya 
Setara Kas 

Invenstasi Jamgka Pendek 
Piutang Pajak 
Piutang Retribusi 

' Piutang Has! Pengelolaan Kekayaan Dara.h yang Dipisah.kan ! Piutang Lain lad PAD yang Sah 
' iutang Transfer Pemerintah Pusat ' iutang Transfer Antar Daerah 

utang Lain.nya 
Penyisihan Piutang 
Beban Dibay@er Dinu.la 
Persediaa 
Aset Untuk Dikonsolidasikan 

Jumlah Aset Lancar 

INVESTASI JANOKA PANJANG 
Investas ion Permanen 

lnvestasi kepada BUMN 
Investas kepada BU MD 
lnvestasi dalam Obligas 
Investasi dalam Poyeke Perabangunan 
Dana Bergulir 

Jumlah lvetai ion Perren 
Invenstasi Permaen 

Penyertaan Modal Pererintah Daera.h 
[nvestasi penberian injafa Daerah 

Jurlah Invest4 Perren 
Jumla.h Inestai hangl Panjang ' 

ASET TETAP 
Tan.ah 
Peralatan dan Mesun 
Gedung dan Bangunan 
Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Aset Tetap Lainnya 
Konstruksi Dalam Pengerjaan 
Akmlasi Penysutan 

Jumlah Aset Tetap 

DANA CADA.NGAN 
Dana Cadangan 

umah Dana Cada.gan 
ABET LAINNYA 

Tagihan Jangka Panjang 
Tagiha Penjualan Angsuran 
Tuntutan Oanti Rugi 

Kermitraan denga Phak Ketiga 
Aset Tidak Berwujud 
Aset Laun lan 
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwuajuad 
Akumulasi Penyusutan Aset Lainya 

uamlah Aset Lainya 



%6 4 

JUMLAH ASET 

KEWAJIBAN 
KEWAJAN JANOKA PENDEK 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFKL 
tang Bunga 
Utang injaran Jangka Pendeke 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
endapat.an Diterima Di muka 
tang Belanja 
Utang Jangka Pendek Laina 

Juamlah Kewajiban Jagla Pende 
JUMLAH KEWAJIBAN 

EKUITAS 
EKUITAS 
Surplus/De fl«it-LO 

JUMLAH EKUITAS 
JUMLAM KEWAJIBAN DAN 

EKUITAS 

4IHI 
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3) NERACA PEMDA SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 
NERACA 

Per 31 Desember 20XX dan 20XX 

Uraian 20XX ' 20XX 

ASET 
ABET LANCAR 

Kas dan Setara Kas 
Kas di as Daerah 
Kas di Benda.hara Pengeluaran 
Kas di Benda.hara Perenenmaa. 
Kas di BLUD 
Kas Dana BOS 
Kas Dana Kapitasi pada grp 
Kas Lainnya 
Setara as 

[nvenstasi Jagla Pentek 
Piutang Pajak 
Piutang Retribusi 
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
Piutang Lain-lain PAD yang Sa.h 
iutang Transfer Pererintah Pusat 
Piutang Transfer Antar Daerah 
Piutang Lainnya 
Penyisiha Putang 
Beban Dibayar Diruka 
persediaan 

Jumlah A«et Lacar 

' NVESTAS JANGKA PANJANG 
' [nvestasi Non Permanen 

lnvestasi kepada BUM.N 
lnvestasi kepada BU MD 
[nvestasi dala Obligasi 
lnvestasi dalam Froyek Pembangnan 
Dana Bergulir 

Jumlah Investai ion Perren 
Invenstasi ermaen 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
lnvestasi Pemberian Fnjanan Daerah 

Jumlah lnveta Perren 
rlah Invest«i Jangle Panjang 

ASET TETAP 
Tan.ah 
pealatan dan Mesin 
Gedung dan Bangunan ' Malan, lrigas.i dan Jaringan ' Aset Tetap Lainnya 
Konstruksi Dalam Pengerjaan 
Akumulasi Penyusutan 

Jumlah As«et feta9 

DANA CADANGAN 
Dana Cadangan 

Jumlah Dana Cada.gan 
ASET LAINNYA 

Tagihan Jangka Panjang 
Tagihan Penjualan Anguran 
Tuntutan Ganti Rugi 

Kermitraan dengan Pihak etiga 
Aset Tidak Derwupad 
Aset Lain laun 
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujuad 
Akumulasi Penysutan Aset Laun.ya 

Jumlah Aset Lairy# 

L 
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JUMLAH ASET 

KEWAJIBAN 
KEWAJIBAN JANOKA PENDEK 

U'tang Perhitungan ihak Ketiga (PK 
Utang Bung.a 
U'tang Pinjaman Jangk.a Pendek 
Bagian Lanear Utang Jangka Panjacg 
Pendapatan Diterima Di ruka 
Utang Belanja 
Utang Jangka Pendek Laina 

Jumlah Kewajiban Jangle Pende 
JUMLAH KEWAJIBAN 

EKUITAS 
EKUITAS 
Surplus/peflit-L0 

JUMLAM EKUITAS 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

- 



AG 

4) NERACA PEMDA SESUAI SAP 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 
NERACA 

Per 31 Desember 20XX dan 20XX 

Uran 20Xx 20xx 
ABET 

ASET LANCAR 

Kas d Kas Daerah 
Kas di Bendahara Pengeluaran 
Kas d Benda.hara Penerimaa 
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN 
Kas di Bendahara BLUD 
Kas Dana Bos 
kKas Lainnya 
Investasi Jangka endek 
Piutang Pajak 
enyisihan Piutang Pajak 
Piutang Retribusi 
Penyisihan Piutang Retribusi 

I Belanja Dibayar Diruka 
Bagan Lahar Pinjaman kepada Perusahaan Negara 
Bagan Lanear Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 
Bagan Lacar Pinjaran kepada Pemerintah Pusat 
agian Lacar injaman kepada Pemerintah Daera.h Lainnya 
Bagian Lacar Tag haen Penjualan Ang#uran 
Bagian lanear Tuntutan Ganti Rugi 
Piutang Lainnya 
Penyisihan Putang Lainnya 
Persediaan 
Jumlah Aet Lancar 

INVESTASI JANGKA PANJANG 
Investai ion permanen 
Pinjaman Jangka Panjang 
Investasi dalam Surat Utang Negara 
lnvestasi dalam Proyek Pembanguan 
lnvestasi Nonpermane Lainnya 
Jumah Investsi ionpermanen 

lnvest%i Permann 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
lnvestasi permanen Lanny.a 
Jurlah lnvestai Pernanen 
Jumlah lnvestasi Jagla Panjang 

ABET TETAP 
Tan.ah 
Peralatan dan Mes 
Gedung dan Bangunan 
Jala, Irigasi, dan Jaringan 
Aset Tetap Lainnya 
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Konstruksi dalam Pengerjaan 
Akumhulasi Penyusutan 
Jumlah Aset Tetap 

' 

DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 
Jumlah Dana Cada.nan 

ASET LAINNYA 
Tagiha Penjualan Anguran 
Tuntutan Ganti Rugi 
Kemitraan denga Pihak Ketiga 
Aset Take Berwujud 
Aset Lan-Laun 

Jumalah At Limy 

JUMLAH ASET 

KEWAJIBAN 

KEWAJIBAN JANOKA PENDEK 

Utang Perhitungan Phak Ketiga (PF'KL 
tang Bunge 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang ' Pendapatan Diterima Dia.a 
Utang Belanja 
Utang hangka Pendek Lanna 
Jumlah Kewaiban hank Pend«el 

KEWAJTBAN JANGKA PANJANG 
Utang Dalam Negeri - Sektor Perback.an 
Utang Dalam Negri - Obligasi 
Premium (Dis.konto Obligasi 
tang Jangka Panjang Lainnya 
Jumlah Kewajiban Jangle Pnan,g 
JUMLAH KEWAJTBAN 

EKUITAS 

EKUITAS 

JUMLAH KEWAJTBAN DAN EKUITAS DANA 
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VI. LAPORAN ARUS KAS 

A. PENDAHULUAN 

1 Tujuan pelaporan arus kas yaitu memberikan informasi 
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara 
kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara 
kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk 
pertanggungiawaban dan pengambilan keputusan. 

2 Manfaat informasi arus kas adalah : 
a. indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta 

berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas 
yang telah dibuat sebelumnya. 

b. alat pertanggung- jawaban arus kas masuk dan arus kas 
keluar selama periode pelaporan. 

c. memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna 
laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan 
bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur 
keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas] 

3. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan 
arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi 
perbendaharaan umum. 

B. ISI LAPORAN ARUS KAS 

Laporan arus kas yaitu bagian dari laporan financial menyajikan 
informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu 
yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, 
pendanaan dan transitoris. 

C. KLASIFIKASI LAPORAN ARUS KAS 

Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas dalam 
laporan arus kas terdiri dari 
I Aktivitas Operasi, yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas 

yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama 
satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi 
merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi 
pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk 
membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang 
tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Jika suatu 
entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama 
dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan 
penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai 
aktivitas operasi. Aktivitas ini juga mencakup pemberian dana 
kepada entitas lain yang peruntukannya belum jelas apakah 
sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai 
aktivitas periode berjalan. Cakupan ini dijelaskan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. 

2. Aktivitas investasi, yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran 
kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap 
serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. 
Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan 
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan 
sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan 
mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa 
yang akan datang 



3. Aktivitas Pendanaan, yaitu aktivitas penerimaan dan 
pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian 
piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka 
panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan 
komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. 
Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan 
dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau 
pemberian pinjaman jangka panjang. 

4. Aktivitas transitoris, yaitu aktivitas penerimaan dan 
pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, 
investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris 
mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang 
tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan 
pemerintah. 

D. PELAPORAN ARUS KAS 

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi 
dengan cara Metode Langsung. Metode ini mengungkapkan 
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. 

E PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS 

I. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, 
pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang 
memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh 
dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas 
Pemerintah Daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan 
untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, 
pendanaan, dan transitoris. 

2. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari 
beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang 
terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran 
pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan 
sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan 
diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang 
dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi. 

3. Format Laporan Arus Kas sebagai berikut: 

FHA 



1.0Keo6% 76 6G. 4 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 

LAPORAN ARUS KAS 
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20XX 

dan 20XX 

tr 200¥ 200¥ 
ARUS KAS DARI AKTIVIAS OPERAS¥ 
AUS WASUK KAS 

emeritae Paa Daer 
Peeriraa fetus Dara.h 
Pereria l Peglo Kelrye D%eh ygDiis.al 
eiaan Lair-l9Ag$ah 
eneria Dae8.g hi Paa 
PeeraaLaalo Uru 
PeenraaDaaAlo Khu fie. 
eerie Daea Ao.ahas-ion Fi. 
Peneooaan0aalo.sent4Daer 
Peennaan Dara 00on Ku 
Penna Dara Pey ' Pen@roan Pe fa , Bag ha Paa 
Penna Bag/la.4La0074.a 
Pereria Batu/a.a 
Pen@ooaant..ah 
PeeraanDaaDaurat 
Peeniraa Dara Des Pe0an 
Peneniaa Pea08La0y.% 
Pe.a dane , Lua Bia 

JurlAruMK 
AUS KELUAR KAS 

PembayaaPegad 
Pembaya8a394a. 
Petryara Bung 
eebryea Subs.id 
Pembaryaait.bah 
Peen8aryaa8al0a1So%al 
feebrya Tak Terduga 
Pembaya8el. P% 
Pemberyaea8agile fetbu 
P••"'"•••• 8'9 - "'" r L:!,:.•�• eenbaryaa8el%a8au.a/Ke 9%Dah to 
embaryaa8ea6K94/abf Kot.a 
Pembaya8a8a/al.008a0e.a 
Pearyara Bela Traster Dea OooerKu%Ka Kot 
eenbaryaa8ea%a4Ke1LB.. 

Julahr/lure 
AruK Bers.ih di Aktifit. pi 

ARUS KAS DARI AKTVITAS INVESTA$I 
AUS MASUK KAS 

fence De Calag.a 
Per la a.as Tana 
eesju.lat9e daMesa 
enj , a Gdug dee Bagan 
Pei , ata an.ligad Jing 
Pee , A$et feta Lairy 
PerjuaAstLay.a 
last Pery , Kela Lay%ag OD.pis.ahi 
Pena Pery ' ion+eae 

uolaArusMsu/ 
ARUS KELUAR KAS 

Pembertua Dana Cad ..... 
Perolea la 
PeroiehanPerala a Me 
eroiehan GedugdaBae 
Peroleha 4a lo9ad48009 
Peroieha Aet TetapLy.%a 
Peroieha At 
Peyertaan Modal ereninth Der Peg , Pee , ' lesion+err 

Jumah rus KeltK 
nus/Ks BrihdiAt.ifit vi 

AUS KAS DAR AKTIVITAS PENDANAAN 
ARUS MA SUK KAS 

enenimaaninja Dae Pere0Pu4.At 
PeeninaaPini.aDaaPeeinDela0ya 



enerira Pi.e Drath-Lerna,ale ' 8ail 
Penn Pina De Laba • Bu Bal 
enenraaPinna Dar. y.%a at (Obligar Deerah 
PeeraaKerba PenbeiaPini81Dar 

urlahAruu.kK 
AUS KELUAR KAS 

erbayaaePini Perren0tau.a 
embayaraePina PeereontaernenntahDaeraLa 

re'Ez eeberyaaPijana de LebagaKea Bu Bl 
Pernbayage Pigman dally.al(0bl D%ah) 
Pebean Pin.aDaah 

urolaAr el/K 
Ara Geri daiAktivit Pen.a. 

ARUS KAS DAR AKTINITAS TRANSITORIS 
rusk K 

Peria Pert.tug Kg 09 
urolahArusu/K 

Arus Kur rs 
Peng , Pert.cue fa Ket (9$ 

Jun#ah Aru Kl.K 
ArusK er.ih di Alcivlt. Taus.it • ea.vPena/a 

Salo Awe K i BUD 
SaldoAkhirKa teii daei 
a#Ka Dara 
as8ea%aaPenenaa 
Kadi dah Pe.gel •• 
Kas di 84.UD 
Ka Dare 80$ 
Kas Dar8Ka pad% +KT 
KaLay.% 

aldo AkhirK 



VII. LAPORAN OPERASIONAL 

A. PENDAHULUAN 

I. Tujuan pelaporan operasi yaitu memberikan informasi tentang 
kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam 
pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari 
suatu entitas pelaporan. 

2. Laporan Operasional entitas akuntansi dan Laporan Operasional 
entitas pelaporan memberikan informasi tentang seluruh 
kegiatan operasional keuangan dalam suatu periode pelaporan. 

3. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh 
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang 
tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit 
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 
disandingkan dengan periode sebelumnya. 

• Laporan Operasional menyediakan informasi: 
a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh 

pemerintah untuk menjalankan pelayanan; 
b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang 

berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal 
efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan 
penggunaan sumber daya ekonomi; 

c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan 
diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan 
daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan 
laporan secara komparatif; 

d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan 
peningkatan ekuitas (bila surplus operasional). 

5. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali 
dalam setahun. 

B. STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL 

1. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan 
LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari 
kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar 
biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan 
untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan 
Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan 
aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal 
dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut 
angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 

2. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, 
dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, 
informasi berikut: 
a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya, 
b. cakupan entitas pelaporan; 
c. periode yang dicakup; 
d. mata uang pelaporan; dan 
e. satuan angka yang digunakan. 
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3. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai 
berikut. 
a. pendapatan-LO; 
b. beban; 
c. surplus/defisit dari operasi; 
d. kegiatan non operasional; 
e. surplus/defisit sebelum pos luar biasa; 
f. pos luar biasa, dan 
g. surplus/defisit-LO, 

4 Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan 
subjumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut 
diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar. 

5. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang 
diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih 
lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

6. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan 
menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi 
organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut 
ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan. 

C. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL 

1 Surplus dari kegiatan operasional yaitu selisih lebih antara 
pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan 

2. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang 
antarapendapatan dan beban selama satu periode pelaporan 

3. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu 
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari 
Kegiatan Operasional 

D. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 

• Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu 
dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. 

2. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non 
operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non 
lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, 
dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya. 

3. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan 
operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional 
merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. 

E POS LUAR BIASA 

I. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam 
Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit 
sebelum Pos Luar Biasa. 

2. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai 
karakteristik sebagai berikut: 
a. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal 

tahun anggaran; 



0%cs.. •6.e 

b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan 
c. kejadian diluar kendali entitas pemerintah. 

3. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan 
pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

F. SURPLUS/DEFISIT-LO 

1. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang 
antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non 
operasional, dan kejadian luar biasa. 

2. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan 
dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas. 

BERBENTUK BEBAN DAN G TRANSAKSI PENDAPATAN-LO 
BARANG/JASA 

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa 
dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai 
wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi dan diungkapkan 
pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan 
semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan 
be ban 

H. PENYAJIAN LAPORAN OPERASIONAL 

Format Laporan Operasional sebagai berikut: 



1) LAPORAN OPERASIONAL SKPD 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 
SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . • . 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 

DESEMBER 20XX DAN 20XX 

URA 20xx 20XX KENAIKAN/ (% 
AN (PENURUNAN] 

KEGIATAN OPERABIONAL PENDAPATAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pendapatan Pajak Darah 

Pendapatan Retribusi Daerah 
Jumlah Pendapatan Ali Daerah 

JUMLAM PENDAPATAN 

BERAN 
BEAN OPERAST 

Beban Pegawai ' ' Beban Barang dan Jaus.a 
umlah Beban Operasi 

BEAN PENYUSUTAN DAN AMORTISAST 
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesi 

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 
Be ban Penyusutan Malan, irigasi dan Jaringa. ' Beban Penyusutan Aset Tetap Lain1ya I 
Beban Penyusutan Aset lainnya 
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 

Jumlah Beban Peryutan dd 
Amortisasi JUMLAH BEBAN 

SURPLUS / IDEF1SIT -LO 



Gs 

2) LAPORAN OPERASIONAL SKPKD 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 
SKPKD . 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 

DESEMBER 20XX DAN 20XX 

KEGIATAN OPERASIOAL PENDAPATAN 
PENDAPATAN ASL DAERAH 

Pa Dorat 
Pe.pat fRetrbu Dee 
er ii 
Oipi.hi. 
Lal ADY%g$.a 

urn.l Pep.A D. 

PENDAPA TAN TRANSFER 
PENDAPATAN TRANSFER PEMENTAN USAT DANA 
PERM BA NGAN 
Dar 8ago 
Dae All Leu 
Dae All K fl% 
Dalo.Gu Non. 

urn.lh end9 rfrD. Perin.b. 

PEN0AA TAN TRANSFER PEEN TAM USA-LANNA 
Dair.tf D% 
Dae 0or Da.Kr 1.e 
Dae D.a 

urn.th end.p Te. in .t 
Ly. 

PENDAPATAN TRANSFER ANT'AR DAERA 
edap g.al. 
8tu.Ke • 

urn.hh end.p.at Te.fr Ar Jo 
Pdot Te.ff 

JUMLAH PEND4PA TAN 

BE8AN 
BEAN OPERA$N 
ob eg. 
ban9001. 
Bebe Bug.a 
8eb Sub 
Bebe ht.bah 
Bebe Batu Se. 

Junta 8b Ope 

EBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISAS 
Bebe eyuute 
Bebe Peryuut Gdug de8.unae 
8ban Pery4a.490189 
8ban Put At let0y 
8ban PrysuAt Lay. 
Beban#not.A a8wad 

hunt.h 8.PenyutdAorti.¥ 

BE8AN PENIS/NAN 
Bebe Peth Paga 
get eryiha Pig fRet.bu 
{RwPrower wore. 



eban eyi.cha Pig Lair La9A0$ah 
Bebe eyisehen itag Tale 
8eban Peryicha Pig Lay 

Jurnlaheba Penis.ih.a 

BE8AN TRANSFER 
Bebe Bagi la 
eb %tu Ku a 

Jumah Leban Traster 

8E8AN TAK TERDUGA 
Beban Tak Terduga 

Jurnlh 8eba Tak fdug. 

JUML AH BE BAN 

SURPLUS/DEFISIT DAR OPRASL 

8Us/ DEISIT DA KEGIATAN NON OPERA SNONAL 
SURLS NON OPERA SIONAL 

Surplus Peral/Peru a/el set9ioLac.a 
Surplus Ke ' ' JagiPapag 
Surplus da1Keg.at N 0pa0a Ly.a 

Jun.ah Sup#orion Opt le 

DEFISIT NON PERASIONAL 
Defis.at Penj Pertu.ave a At No Lee Dee. 
Peryeieaa/Kewal Jania Pa0yang 
Deis.tdai/Keg No Oona0La0.% 

Jund Def.t Non Ope .f 

JUMLAN SURPLUS/DEF1SIT DARI KE GIA TAN NON 
OPERA SIONAL 

SURPLUS/DEFISIT SE9ELUM OS LUAR BASA 

OS LAR BASA 
ENDAA TAN LUAR BUA SA 

Per d aLari. 
umla PendaptL0Bl. 

BEBAN LUAR BASA 
BebaLar Bia.a 

umlahBebanLare. 
PS LUAR BASA 

SURPLUS/DEF1SILO 



URAIAN 20Xx 20xx KENAIKAN/ 
(% PENURUNAN 

KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN 
PENDAPATAN ABLI DAERAH 
endapatan Pajak Daerah 
Pendapatan Retribusi 
Daerah 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahan 
Lain lain PAD Yang sah 

humlah Pendapatan Asli Daerah 

PENDAPATAN TRANSFER 
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 
DANA PERIM BANGAN 
Dana Bagi Hasil 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Khusus Fisik 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik 

Jurla.h Pendapatan Transfer Dana Perim bargan 

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT. 
AINN'YA 
Dana Insentif Daerah 
Dana Otonomni Khusus 
Dana Keistirewaan 
Dana Desa 

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
Lainnya 

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAN 
endapatan Bagi Hasil 
Bantuan Keuangan 

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daer% 
Jumlah Pendapatan Transfer 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
Pendapatan Hibah 
Pendapatan Dana Darurat 
Pendapatan Lainnya 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sa.h 

JUMLAH PENDAPATAN 

BEBAN 
BEBAN OPERA.SI 
Beban Pegawai 
Beban Barang dan Jasa 
Beban Bunga 
Beban Subsidi 
eban Hibah 
Beban Bantuan Sosial 

Jumlah Be ban Operai 

BEBAN PENYUBUTAN DAN AMORTISAS 
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 
Beban Penyuutan Gedung dan Bargunan 

3) LAPORAN OPERASIONAL PEMDA SESUAI PERMENDAGRI 77 2020 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 

OESEMBER 20XX DAN 20XX 
(Dalamn Rupiah) 



eban enyusutan Jalan, irigasi, dan Jaringan 
Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya 
Beban Penyusutan Aset Lauinnya 
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 

Jumlah Beban Penyuutan dan Amortisf 

BEBAN PENYISIHAN 
eban Pen yisihan Piutang Pajak 
Beban Penyisihan Putang Retribusi 
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan 
yang di Pisa.hka 
Beban Pen yisihan Piutang Lain- Lain PAD Sah 
Bebaen Pen yisihan Piutang Transfer 
Beban Penyisihan iutang Lainnya 

Jumlah Be ban Penyisihan 

BEBAN TRANSFER 
Be-ban Bagi Hasi 
Beban Bantuan Keuangan 

Jumlah Beban Transfer 

BEBAN TAK TERDUGA 
Beban Tak Terduga 

Jumlah Beban Tak Ted uga 

JUMLAH BEBAN 

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI 

SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON 
OPERASIONAL SURPLUS NON OPERASIONAL 

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancau 
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

humla h Surplus Non Operaional 

DEFISIT NON PERASIONAL 
Deflsit Penjuala/Pertukaran /Pelepasan Aset Non 
Lacar Defisit Peyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 
Defis.it dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Jumlah Defis.it Non Operational 

JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN 
NON OPERASIONAL 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA 

PO8 LUAR BIASA 
PENDAPATAN LUAR BASA 

Pendapatan Luar Bias.a 
Jumlah Pendapatan Lua 

Bia 

BEBAN LUAR BIASA 
Beban Lar Bias.a 

Jumla.h Beban Luar Bias 
POS LUAR BIASA 

SURPLUS/ DEF1SIT-LO 



4) LAPORAN OPERASIONAL PEMDA SESUAI SAP 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 

DESEMBER 20XX DAN 20XX 

URAIAN 20xx 2oo¢ wL,e IPENURUNA 
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN 

PENDAPATAN ABLI DAE RAH 
Pendapatan Pajak 
Daera.h Pendapatan 
Retribusi Daerah 
Pendapatan Hail Pengelolaan ekaya.an Daera.h 
yang Dipisahkaon 
Pendapatan As Daerah Lanny«a 

Jumlah Pendpatan Ali Daer.h 

PENDAPATAN TRANSFER 
TRANSFER PEMERINTAH PU8AT - DANA 
PERIMBANGAN 
Dana Bagi Masi 
Dana Bagi Hal Suber Daya Alam I Dana Aloisi Uram 
Dana ALoki Khuu 

Jumlah Pend pat rifer Dan. 
Perimbnn 

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 
Dana Otonori Khuu 
Dana Penyeuaan 

huml.ah Pend pat Transfer Pemerint.ah 
Put Lainny 

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 
Pendapatan Bagi Hal Pajak 
eeda pat.an Bagi Hail Lainyya 

Jumlah Pendaptan Transfer Perrin ta h 
Pvimi Jul.ah Pend«pta Tran fer 

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAN 
Pendapatan Hibah 
Pendapatan Dana Darurat 
Pedapata Lanny.a 

Jumlah Lad-lain Pend pa tan yang Sa h 

JUMLAHM PENDAPATAN 

BEBAN 
Beban Pegarwat 
Beban Persediaan 
Leban Ja.a 
eban Permelihara.an 
Leban erjalaa Dina 
Beban Bunga 
Beban Subsidi 
Beban Hibah 
Beban Bantu.an Sosial 
Beban Penyisihan 
Beban Penyusu tan 
Beban Transfer 
Be ban Laun-laun 



Beban Take Terduga 
JUMLAH BEBAN 

SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERAST 

8URPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON 
OPERASIONAL 

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepaan Aset Non 
anear Surplus Penyelesaian Kewajiban Jang.a 
Panjang 
Defisit Penjualan Aset Non Lancar 
Defsit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 
Surplus/Defisit dani Kegiatan Non Operasioin.al 
Lanny.a 

JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI 
KEGLATAN NON OPERASIONAL 

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR 
BIASA 

PO8 WAR RIA8A 
Pendapatan Laar Bia.a 
Beban Luar bias.a 

Jumlah Be ban Lr i. 
Pos LUAR BIAS4 

SURPLUS/DEFISIT LO 

VIII. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

A. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. 

B. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos 
pos: 
I) Ekuitas awal 
2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan 
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, 

yangantara lain berasal dari dampak kumulatif yang 
disebabkan olchperubahan kebijakan akuntansi dan koreksi 
kesalahan mendasar,misalnya 
a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi 

padaperiode-periode sebelumnya; 
b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap 

4) Ekuitas akhir. 
C. Suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur 

unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

D. Format Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut: 



1) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SKPD 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 

SKPD . 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 
DESEMBER 20XX DAN 20XX 

(Dalam Rupiah) 

URAIAN 20XX 20XX 

Lo 
f Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

g Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

rsediaan 

si Aset Tetap 

Dikonsolidasikan 

Ekuitas Awal 

Surplus/Defisit  
Dampak Kumulati 
Sisa Lebih/ Kuran 

Koreksi Nilai Pe 
Selisih Revalua 
Lain-Lain 

Kewajiban Untuk 

Ekuitas Akhir 
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2) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SKPKD 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 

SKPKD ...•. . . 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3I 
DESEMBER 20XX DAN 20XX 

(Dalam Rupiah) 

URALAN 20XX 20XX 

Ekuitas Awal 

Surplus/Defisit -LO 

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 

Koreksi Nilai Persediaan Selisih 

Revaluasi Aset Tetap Lain-Lain 

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Ekuitas 

Akhir 

3) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMDA 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 

DESEMBER 20XX DAN 20XX 

(Dal Rupiah) - URAIAN 20XX 20XX 

Ekuitas Awal Surplus/ Defisit 
- LO 

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : 
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA /SiKPA] 

Koreksi Nilai Persediaan 
Selisih Revaluasi Aset Tetap 
Lain-Lain 

Ekuitas Akhir 



oleh 
belum 

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan 
membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, 
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan 
sebagai berikut: 
I) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas 

Akuntansi; 
2) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; 
3) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan 

kendalanya; 
4) Kebijakan akuntansi yang penting: 

a) entitas akuntansi/pelaporan; 
b) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan; 
c) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan; 
d) kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang 

diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas 
akuntansi/pelaporan; dan 

e) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan 
untuk memahami laporan keuangan. 

5) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: 
a) Rineian dan penjelasan masing-masing pos Laporan 

Keuangan; 
b) Pengungkapan informasi yang diharuskan 

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang 
disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan. 

6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti 
gambaran umum daerah; dan 

7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 
wajar, yang tidak disajikan dalam embar muka laporan 
keuangan. 

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. 
Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, 
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus 
mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 
Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal 
hal berikut ini 
) dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan; 
2) kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan 

ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi 
Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan 

3) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk 
memahami laporan keuangan. 

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu 
diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah 
pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk 
memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan 
keuangan. 

B. 

C. 

D. 

IX. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

A. 

AF 



E. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan 
untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, 
tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut: 
I) pengakuan pendapatan-LRA, 
2) pengakuan pendapatan-LO; 
3) pengakuan belanja; 
4) pengakuan beban; 
5) prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian; 
6) investasi, 
7) pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud 

dan tidak berwujud; 
8) kontrak-kontrak konstruksi; 
9) kebijakan kapitalisasi pengeluaran; 
10) kemitraan dengan fihak ketiga; 
11) biaya penelitian dan pengembangan; 
12) persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai 

sendiri; 
13) dana cadangan; dan 
14) penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. 

F. Contoh Format Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut. 
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1) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 

S KPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 
DESEMBER 20XX 

Bab I Pendahuluan 
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD 

Bab I Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target 
kinerja APBD SKPD 
2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional 
2.2 Kebijakan keuangan 
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD 

Bab Ill khtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target 

yang telah ditetapkan 
Bab IV Kebijakan akuntansi 

4.1 Entitas akuntansi/ pelaporan keuangan daerah SKPD 
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan la poran 

keuangan SKPD 
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan SKPD 
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan 

ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD 
4.5 Kebijakan akuntansi tertentu 

BabV Penjelasan pose-pos laporan keuangan SKPD 
5.1 LRA 

5.1.1 Pendapatan - LRA 
5.1.2 Belanja 

5.2 LO 
5.2.1 Pendapatan - LO 
5.2.1 Beban 
5.2.3 Kegiatan Non Operasional 
5.2.4 Pos Luar Biasa 

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas 
5.1.8 Perubahan Ekuitas 

5.4 Neraca 
5.1.9 Aset 
5.1.10 Kewajiban 
5.1.11 Ekuitas 

Bab V1 Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD 
Bab Vil Penutup 
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2) Catatan atas Laporan Keuangan SKPKD 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA 

SKPKD . 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 
20XX 

Bab I Pendahuluan 
1.1 Maksud dan turuan n sunan la ran kcuan n SKPKD 
1.2 Landasan hukum n sunan la ran keuan n SKPKD 
1.3 Sistematika nulisan catatan atas la ran keuanan SKPKD 

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja 
APBD SKPKD 
2.1 Eonomi Makro Eonomi Re ional 
2.2 Kebiiakan keuan an 
23 Indikator ncapaian target kineria APBD 

Bab III lkhtisar nca ian kineria keuan n SKPKD 
3.1 Ikhtisar realisasi nca ian target kineria keuan an SKPKD 
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target 

ket 
yang telah ditetapkan 

Bab IV akan akuntansi 
4.1 Entitas akuntansi la ran keuaman daerah SKPKD 
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan la poran 

keuangan SKPKD 
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan la poran 

keuangan SKPKD 
4.4 penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan 

yang ada dalam SAP pada SKPKD 
45 Kebiiakan akuntansi tertentu 

BabV Penielasan •· s la ran keuan an SKPKD 
5.1 LRA 

5.1.1 Penda tan-LRA 
5.1.2 Belania 
5.1.3 Pem bia aan 

5.2 LO 
5.1.4 Penda tan-LO 
5.1.5 Beban 
5.1.6 Keriatan Non O rasional 
5.1.7 Pos Luar Biasa 

53 La ran Perubahan Ekuitas 
5.1.8 Perubahan Ekuitas 

5.4 Neraca 
5.4.1 Aset 
5.4.2 Kew iban 
5.4.3 Ekuitas 

Bab VI Penielasan atas informasi-informasi non keuan an SKPKD 
Bab VII Penutu 



Bab I Pendahuluan 
1.1 Maksud dan tujuan n sunan la�ran keuangan 
1.2 Landasan hukum enyusunan la; ran keuangan 
1.3 Sistematika enulisan catatan atas lay ran keuangan 

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja 
APBD 
2.1 Ekonomi Makro, Ekonomi Rerional 
2.2 Kebiaan euanear 
2.3 In� nea ian ta el kine ·a APBD 

Bab III Ikhtisar nca ian kinerja keuany un 
3.1 lkht,sar realiaas, nea 

,a�et, 
me a keuangan 

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target 
vang telah ditetapkan 

Bab IV Kebijakan akuntansi 
4.1 Entitas la ran 
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan 

keuans an 
4.3 {""" ""kran ans mendasa+ peryusun@n @roran 
4,4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan 

yang 
ada dalam SAP 

4.5 Kebijakan akuntansi tertentu 
Bab V Penielasan •· • la ran keuan n 

5.1 LRA 
s.1 . l Penda tan-LRA 
5.1.2 Bela • 5.1.3 Pembia aan 

5.2 !Iran Perubahan SAL 
Peru an SAL 

5.3 
5.3.1 Penda tan-LO 
5.3.2 Beban 
5.3.2 Ker iatan Non O rasional 
5.3.4 Pos Luar Biasa 

5.4 La ran Perubahan Ekuitas 
5.4.1 Perubahan Ekuitas 

5.5 Neraca 
5.5. l Aset 
5.5.2 Kew ii ban 
5.5.3 Euitas 

5.6 La ran Arus Kas 
5.6.l Arus Kas dari O rasi 
5.6.2 Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuan n 
5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembia aan 

3) Catatan atas Laporan Keuangan PEMDA 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA CATATAN ATAS 
LAPORAN KEUANGAN 
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[5.6.4 [Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non teuanuan 
Bab VII Pemutu 

spRi suo«cw 

MUCHTAR ALI YUSUF 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BULUKUMBA 
NO MOR TAHUN 
TENTANG 
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN 

Kebijakan akuntansi akun menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada 
pada lembaran muka Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun 
oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis 
akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal 
hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan 
akuntansi (accountancy treatment) atas transaksi yang terjadi. 
Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai 
berikut. 

I. Kebijakan Akuntansi Aset; 
II. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; 
IL. Kebijakan Akuntansi Ekuitas; 
IV. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA; 
V. Kebijakan Akuntansi Belanja; 

VI. Kebijakan Akuntansi Transfer; 
VIL. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan; 

VIII. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO; 
IX. Kebijakan Akuntansi Beban; 
X. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan 

Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak 
Dilanjutkan 

Penjelasan mengenai masing-masing kebijakan akuntansi akun sebagai 
berikut: 

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 

A. UMUM 

I. Tujuan 

Tujuan kebijakan akuntansi aset yaitu untuk mengatur 
perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi 
penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam 
laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan 
disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, 
kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas 
akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk 
perusahaan daerah 



3 Definisi 

Berikut istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan 
akuntansi aset ini dengan pengertian: 
a) aset yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa 
lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di 
masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah 
daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber 
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 
budaya. 

b) aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera 
untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau 
dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
pelaporan. 

c) aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka 
pendek, piutang, dan persediaan. 

d) aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan 
dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat 
jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan 
secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan 
pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. 

e) aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset 
tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 

B. ASET LANCAR 
I. KAS DAN SETARA KAS 

a. Definisi 
I) Kas dan setara kas yaitu uang tunai dan saldo simpanan 

di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk 
membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi 
jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan 
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 
signifikan. 

2) Kas yaitu uang tunai dan saldo simpanan di bank yang 
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemerintahan. 

3) Kas terdiri dari: 
i. Kas di Kas Daerah; 

ii. Kas di Bendahara Penerimaan; 
iii. Kas di Bendahara Pengeluaran, 
iv. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 
v. Kas Dana BOS; 

vi. Kas Dana Kapitasi pada FKTP; dan 
vii. Kas Lainnya. 

4) Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat 
likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas 
dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 

5) Setara kas terdiri dari: 



i. Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 
3 (tiga) bulan; 

ii. Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid 
atau kurang dari 3 (tiga) bulan. 

6) Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan 
setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya 
sama dengan pos terkait di Neraca. 

b, Pengakuan 

1) Secara umum pengakuan aset dilakukan: 
i. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai 
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 

ii. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 

2) Atas dasar angka ii tersebut, dapat dikatakan bahwa kas 
dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas 
diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. 

Kas yang telah ditentukan penggunaannya yaitu kas yang 
disediakan secara pasti untuk melunasi tagihan/hutang 
kepada pihak ketiga, misalnya kas yang pada akhir 
periode pelaporan disediakan oleh Pemerintah Daerah 
untuk pada saat jatuh tempo dibayarkan kepada yang 
berhak berupa Askes, Taspen, dan Taperum. Dari sudut 
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan secara 
akuntansi, jumlah kas tersebut di sisi debit berjumlah 
sama dengan jumlah di sisi kredit kewajiban Pemerintah 
Daerah kepada pihak ketiga yang dalam contoh ini dapat 
dinamai Utang Perhitungan Pihak Ketiga. 
Mekanisme penetapan Kas yang telah ditentukan 
penggunaannya dapat diterapkan pula dalam 
menyisihkan kas guna melunasi kewajiban-kewajiban 
lainnya yang telah diakui, diukur dan diungkapkan 
secara pasti, namun pada akhir periode pelaporan belum 
sempat dibayarkan karena kas sudah ditutup misalnya 
demi melancarkan pelaksanaan opname kas 
Jumlah kas yang belum ditentukan penggunaannya, baik 
yang berada di Kas Daerah, Kas di Bendahara 
Penerimaan, dan Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kas Dana BOS, 
Kas Dana Kapitasi pada FKTP, dan setara kas merupakan 
bagian dari SiLPA/ SAL. 

c, Pengukuran 

I) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal 
artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya 

2) Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, 
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah 
bank sentral pada tanggal neraca. 



d. Penyajian dan Pengungkapan 
Penyajian Kas dan Setara Kas disajikan dalam komponen 
aset lancar. Pengungkapan kas dan setara kas dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang 
kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut 
) Rincian dan nilai kas dan setara kas serta kas transitoris 

yang belum disetorkan; 
2) Kebijakan manajemen setara kas; dan 
3) Informasi lainnya yang dianggap penting 

2. INVESTASI JANGKA PENDEK 
a. Definisi Investasi Jangka Pendek 

) Investasi yaitu aset yang dimaksudkan untuk 
memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen 
dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

2) Investasi jangka pendek yaitu investasi yang dapat segera 
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka 
manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual 
investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan 
beresiko rendah, serta dimihiki selama kurang dari 12 
(dua belas) bulan. 

b. Pengakuan Investasi Jangka Pendek 
1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat 

diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa 

pontensial di masa yang akan datang atas suatu 
investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh 
pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu 
mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat 
ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di 
masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia 
pada saat pengakuan yang pertama kali 

b.Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek 
dapat diukur secara memadai (reliable) karena 
adanya transaksi pembelian atau penempatan dana 
yang didukung dengan bukti yang 
menyatakan/mengidentifikasikan biaya 
perolehannya /nilai dana yang ditempatkan. 

2) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ 
pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi 
penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena 
kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan 
pemerintah daerah. 

3) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka 
pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga 
obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada 
saat diperoleh sebagai pendapatan. 



c. Pengukuran Investasi Jangka Pendek 
1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif 

yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar 
dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai 
wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki 
pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai 
tercatat atau nilai wajar lainnya. 

2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat 

berharga: 
() Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka 

investasi jangka pendek diukur dan dicatat 
berdasarkan harga transaksi investasi ditambah 
komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya 
lainnya yang timbul dalam rangka perolehan 
tersebut. 

(2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, 
maka investasi jangka pendek diukur dan 
dicatatberdasarkan nilai wajar investasi pada 
tanggal perolehannya yaitu sebesar harga 
pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, 
maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan 
nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk 
memperoleh investasi tersebut. 

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham 
diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. 

d. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek 
I) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari 

Aset Lancar. 
2) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya 
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut 
a) kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka 

pendek yang dimiliki pemerintah daerah; 
b) jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah; 
c) perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika 

ada); 
d) penurunan nilai investasi jangka pendek yang 

signifikan dan penyebab penurunan tersebut; 
e) perubahan pos investasi yang dapat berupa 

reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi 
jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan 
sebaliknya (jika ada). 

3 PIUTANG 
a. Definisi 

1) Piutang yaitu hak pemerintah untuk menerima 
pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/ bayar 
atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. 

2) Suatu transaksi akan menimbulkan piutang bila 
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memiliki karakteristik sebagai berikut: 
(a) Terdapat penyerahan barang, Jasa, uang, atau 

timbulnya hak untuk menagih berdasarkan 
ketentuan perundang-undangan, dan 

(b) Jangka waktu pelunasan, dan/atau 
(c) Persetujuan atau kesepakatan pihak pihak terkait. 

3) Menurut jenisnya, piutang dikelompokkan menjadi: 
a. Piutang Pendapatan, merupakan piutang yang 

bersumber dari Pendapatan Daerah. Rincian dari 
Piutang Pendapatan ini antara lain 

(1) Piutang Pajak Daerah 
Piutang pajak merupakan hak atau klaim kepada 
wajib pajak yang diharapkan dapat ditagih dan 
menjadi kas dalam satu periode akuntansi. 

(2) Piutang Retribusi Daerah 
Piutang retribusi merupakan hak atau klaim 
kepada wajib retribusi yang diharapkan dapat 
ditagih dan menjadi kas dalam satu periode 
akuntansi 

(3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 
Piutang ini merupakan hak atau klaim kepada 
BUMD/BUMN/Badan Usaha Milik Swasta atas 
pendapatan yang diharapkan dapat dijadikan kas 
dalam satu periode akuntansi. 

(4) Piutang Lain-lain PAD yang Sah 
Piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang 
sah merupakan tagihan berdasarkan surat 
ketetapan tentang kewajiban pihak ketiga yang 
harus dilunasi dalam kurun waktu kurang dari 12 
bulan. 

(5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat 
Piutang transfer pemerintah pusat digunakan 
untuk mencatat piutang dana perimbangan 
Piutang dana perimbangan merupakan tagihan 
kepada Pemerintah Pusat atas alokasi dana 
perimbangan yang akan diterima oleh Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu kurang 
dari 12 bulan. 

(6) Piutang Transfer Antar Daerah 
Piutang transfer antar daerah merupakan hak 
tagih atas pendapatan yang bersumber dari Bagi 
hasil dan penetapan Bantuan Keuangan yang 
diterima dari pemerintah daerah lainnya. 

(7) Piutang Lainnya 
Piutang lainnya digunakan untuk mencatat 
piutang lainnya yang bersumber dari Bagian 
Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar 
Tagihan Pinjaman Jangka Panjang, Bagian Lancar 
Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar 
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. 



4) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Daerah dengan 
ketentuan ; 
a. Kualitas lancar, dengan kriteria : 

(1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun, 
dan/atau 

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; 
dan/atau 

(3) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; 
dan/atau 

(4) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 
(5) Wajib Pajak likuid; dan/atau 
(6) Wajib Pajak tidak 

banding. 
b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria : 

(1) Umur piutang I (satu) sampai dengan 2 (dua) 
tahun; dan/atau 

(2) Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu l 
(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat 
Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; 
dan/atau 

(3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam 
pemeriksaan; dan/atau 

(4) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil 
pemeriksaan; dan/atau 

(5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/ banding. 
c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria : 

(1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai 
dengan 5 (lima) tahun, dan/atau 

(2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu I (satu) 
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 
Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau 

(3) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam 
pemeriksaan; dan/atau 

(4) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil 
pemeriksaan; dan/atau 

(5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas 
d. Kualitas Macet, dengan kriteria : 

(1) Umur piutang lebih dari 5 (ima) tahun; 
dan/atau 

(2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu I (satu) 
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 
Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau 

(3) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; 
dan/atau 

(4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; 
dan/atau 

(5) Wajib Pajak mengalami musibah (force 
majeure). 

5) Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi Daerah dapat 
dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut 

mengajukan keberatan/ 



a. Kualitas Lancar 

(1) Umur piutang O (nol) sampai dengan I (satu) 
bulan; dan/atau 

(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan 
pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo 
yang ditetapkan. 

b. Kualitas Kurang Lancar 

() Umur piutang lebih dari I (satu) bulan sampai 
dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau 

(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan 
pelunasan dalam jangka waktu I (satu) bulan 
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama 
tidak dilakukan pelunasan. 

c. Kualitas Diragukan 
(1) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai 

dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau 
(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan 

pelunasan dalam jangka waktu I (satu) bulan 
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua 
tidak dilakukan pelunasan. 

d. Kualitas Macet 
(1) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

dan/atau 
(2) Apabila wajib retribusi belum melakukan 

pelunasan dalam jangka waktu I (satu) bulan 
terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga 
tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah 
diserahkan kepada instansi yang menangani 
pengurusan piutang negara. 

6) Penggolongan kriteria Kualitas Piutang selain Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan dengan 
ketentuan ; 
a. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan 

pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang 
ditetapkan dalam jangka waktu 0 (nol) bulan sampai 
dengan 12 (dua belas) bulan; 

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria jangka 
waktu 13 (tiga belas) bulan sampai dengan 36 (tiga 
puluh enam)bulan tidak dilakukan pelunasan; 

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria jangka waktu 37 
(tiga puluh tujuh) bulan sampai dengan 60 (enam 
puluh) bulan tidak dilakukan pelunasan; dan 

d. Kualitas macet, dengan kriteria lebih dari 60 (enam 
puluh) bulan tidak dilakukan pelunasan. 

7) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap 
akhir tahun (periode pelaporan) ditetapkan 
a. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) 

dari piutang yang memiliki kualitas lancar 
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b. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh 
persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar; 

c. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) 
dari piutang dengan kualitas diragukan setelah 
dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang 
sitaan (ika aday; dan 

d. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari 
piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi 
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika 
ada) 

8) Piutang Lain-Lain, merupakan salah satu bentuk 
reklasifikasi Piutang Tidak Lancar dan Investasi Non 
Permanen yang jatuh tempo dalam kurun waktu l 
tahun. Rincian dari Piutang Lain-Lain antara lain: 
a. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga 

Bagian lancar pinjaman kepada Pihak Ketiga 
merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan oleh 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada 
BUMD/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang 
jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun. 

b. Uang Muka 
Merupakan pembayaran yang dilakukan oleh wajib 
bayar sebagai bentuk dari uang muka atas jasa 
pelayanan yang akan diberikan oleh SKPD/ Unit 
SKPD 

9) Penyisihan piutang tak tertagih yaitu taksiran nilai 
piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima 
pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang 
dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. 

0) Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai 
bersih piutang yang dapat direalisasikan (net realizable 
value). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang terse but 
pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan 
piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan 
diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan 
piutang (penyisihan piutang bukan merupakan 
penghapusan piutang) 

11)Nilai realisasi bersih (net realizable value) piutang yaitu 
jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih 

12) Umur piutang yaitu jangka waktu dari tanggal jatuh 
tempo sampai dengan tanggal pelaporan. 

b. Pengakuan 
1) Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih 

uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain 
2) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan diakui pada saat penyusunan 
laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk 
menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada 
entitas, yaitu pada saat: 
a) terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang 

belum dilunasi; dan 



b) terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan 
penagihan serta belum dilunasi. 

3) Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih 
timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
(SKP) Daerah dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang 
dipersamakan, namun belum diterima pembayaran atas 
tagihan tersebut. 

4) Mekanisme penarikan retribusi bisa dilakukan melalui 2 
cara, yaitu menggunakan surat ketetapan dan 
menggunakan karcis atau dokumen yang dipersamakan 

5) Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih 
timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang 
dipersamakan. Piutang Retribusi diakui ketika wajib 
bayar belum membayar retribusi yang menjadi hak 
Pemerintah daerah sampai dengan akhir periode 
pelaporan keuangan. 

6) Penarikan pendapatan dengan menggunakan sistem 
karcis atau dokumen yang dipersamakan merupakan 
bentuk penerimaan pendapatan secara tunai karena 
penetapannya diakui pada saat karcis atau dokumen 
yang dipersamakan terse but terjual" kepada masyarakat 
(wajib bayar). Oleh karena itu, tidak terdapat pengakuan 
piutang retribusi atas pendapatan yang dipungut dengan 
menggunakan sistem karcis atau dokumen yang 
dipersamakan. Karcis atau dokumen yang dipersamakan 
yang telah diporporasi dan masih dipegang oleh juru 
pungut tidak diakui sebagai Piutang Retribusi 

7) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat 
Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS). Piutang Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di SKPKD 

8) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu 
peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, 
penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, 
diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, 
apabila memenuhi kriteria: 
a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang 

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; 
b. jumlah piutang dapat diukur; 
c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah 

dilaksanakan penagihan; dan 
d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode 

pelaporan 
9) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya 

Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah 
ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah 
menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah 
yang belum dibayarkan. 



1o Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan 
jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen 
penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku 
yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah 

I Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan 
klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh 
Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah 
definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer 

12) Piutang transfer lainnya diakui apabila: 
a. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, 

apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat 
belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa 
yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau 
piutang bagi daerah penerima, dan 

b. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, 
misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, 
maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan 
sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan 
pembayarannya oleh Pemerintah Pusat. 

13) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan 
hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang 
belum dibayar dan ditetapkan dalam Surat Keputusan 
Gubernur 

14Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil 
realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi 
hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. 

15) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu 
tahun anggaran ada kelebihan transfer Jika kelebihan 
transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud 
dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode 
berikutnya. 

16) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan 
TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK 
Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Dokumen yang 
dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian 
atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar 
pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen 
yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang 
pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung 
jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian 
tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut 
dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan 
piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang 
telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. 

7) Untuk piutang entitas akuntansi yang penagihannya 
diserahkan kepada pemerintah daerah, pengakuan atas 
piutang tersebut tetap melekat pada entitas akuntansi 
yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi 
pengalihan pengakuan atas piutang tersebut 

18) Apabila terjadi kelebihan pelunasan piutang baik Piutang 
Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-Lain 
Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Piutang Dana 
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Perimbangan maka Pemerintah daerah wajib untuk 
mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut. 
Alternatif lainnya adalah dilakukan kompensasi 
pembayaran pada tahun berikutnya oleh pihak ketiga 
atas kelebihan pembayaran yang dilakukan pada periode 
sebelumnya. Dengan kata lain, pihak ketiga dapat 
memperhitungkan kelebihan pembayarannya dengan 
kewajiban pelunasan piutang pada periode berikutnya. 

c. Pengukuran 
I) Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat 

tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang 
tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama 
piutang karena ketentuan perundang-undangan ini yaitu 
potensi pendapatan. 

2) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari 
peraturan perundang undangan, sebagai berikut: 
a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai 

dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang 
ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar 
yang diterbitkan; atau 

b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai 
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang 
telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk 
Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau 

c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai 
dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang 
masih proses banding atas keberatan dan belum 
ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi. 

3) Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan 
piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai 
berikut: 
a) piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah 

yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila 
berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar 
pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. 
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur 
mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee 
dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada 
akhir periode pelaporan harus diakui adanya 
bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya 
lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum 
dibayar) pada akhir periode pelaporan. 

b) piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai 
naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum 
dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila 
dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan 
pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat 
sebesar nilai bersihnya. 

c) piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan 
ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah 
perjanjian kemitraan. 
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d) piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau 
jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir 
periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran 
atau uang muka yang telah diterima. 

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut: 
a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum 

diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap 
tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan 
transfer yang berlaku; 

b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum 
diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer 
DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten; 

e) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang 
telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah 
Pusat. 

5) Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai 
berikut: 
a. disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh 

tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih 
dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan 
surat ketentuan penyelesaian yang telah 
ditetapkan; dan 

b. disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang 
akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya. 

6) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) 
Terhadap Pengakuan Awal 
Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan 
yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan 
kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi 
yang memungkinkan penghapusan piutang maka 
masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurang 
piutang yang dihapuskan. 

7) Pemberhentian Pengakuan 
a) pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan 

juga dikenal dengan dua cara yaitu: 
penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan 
(write-down). 

b) hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus 
buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk 
piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan 
secara terpisah. 

c) penghapusbukuan piutang yaitu kebijakan intern 
manajemen, merupakan proses dan keputusan 
akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari 
intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai 
piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net 
realizable value-nya, Tujuan hapus buku adalah 
menampilkan aset yang lebih realistis dan ckuitas 
yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak 
secara otomatis menghapus kegiatan penagihan 
piutang. 

d) terhadap kejadian adanya piutang yang telah 
dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima 

4) 



pembayaran/ pelunasannya maka penerimaan 
tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada 
periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan 
penerimaan pendapatan atau melalui akun 
Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis 
prutang. 

e) penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang 
dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri 
gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada 
instansi yang menangani pengurusan piutang negara, 
dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat 
piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa 
penagihannya dilimpahkan kepada instansi yang 
menangani pengurusan piutang negara. Apabila 
mekanisme penagihan melalui instansi yang 
menangani pengurusan piutang negara tidak berhasil, 
berdasarkan dokumen atau Surat keputusan dari 
instansi yang menangani pengurusan piutang negara, 
dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor I tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara bahwa kewenangan 
penghapusan piutang sampai dengan 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh Bupati, 
sedangkan kewenangan di atas Rp5.000,000.000,00 
(lima miliar rupiah) oleh Bupati dengan persetujuan 
DPRD. 

d. Penilaian 
a) piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang 
dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal 
piutang dengan penyisihan piutang. 

b) penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu 
dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan 
piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan 
mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan 
perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada 
kondisi piutang pada tanggal pelaporan. 

c) pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan 
pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat 
saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang 
tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya 

d) apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal 
pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal 
penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, 
namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan 
penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak 
tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya 
disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, 
apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat 
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restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap 
nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih 
antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca 
dengan saldo awal. 

e) piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan 
piutang dengan pertimbangan (l) timbulnya piutang 
dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur 
yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dan (2) dalam hal piutang timbul 
dari lebih salur, kendali untuk menagih oleh entitas 
penyalur yang sangat besar. 

f) penggolongan kualitas piutang dan besaran penyisihan 
piutang tak tertagih diatur tersendiri dalam peraturan 
Bupati. 

e. Pengungkapan 
I) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. 

Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara 
cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi 
dimaksud dapat berupa: 
a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam 

penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang; 
b) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk 

mengetahui tingkat kolektibilitasnya; 
c) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan 
d) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk 

tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga 
harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses 
penyelesaian, baik melalui cara damai maupun 
pengadilan. 

2) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara 
cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih 
informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya 
jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan 
tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar 
pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya 
yang dianggap perlu. 

4 BEBAN DIBAYAR DIMUKA 
a. Definisi 

Beban dibayar dimuka yaitu sejumlah pembayaran yang 
dibayar diawal atas sejumlah beban atau pengeluaran 
tertentu. 

b. Pengakuan 
Beban dibayar dimuka diakui pada saat terjadi belanja yang 
belum dimanfaatkan sepenuhnya sampai akhir tahun 
pelaporan. 

c. Pengukuran 
Beban dibayar dimuka diakui sebesar nilai belanja yang 
belum dimanfaatkan. 

d. Pengungkapan 
Beban dibayar dimuka disajikan dan diungkapkan secara 
memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan 
secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 
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5. PERSEDIAAN 
a. Definisi 

Persediaan yaitu aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 
kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang 
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat. 

b. Klasifikasi 
I) Persediaan merupakan aset yang berupa: 

a) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan 
dalam rangka kegiatan operasional pemerintah 
daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis 
kantor, barang tak habis pakai seperti komponen 
peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti 
komponen bekas. 

b) bahan atau perlengapan (supplies) yang akan 
digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan 
baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku 
pembuatan benih 

c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan 
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, 
misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang 
belum cukup umur 

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan 
kepada masyarakat dalam rangka kegiatan 
pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman, 
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 

2) Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan 
cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya 
minyak] atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan 
pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud 
diakui sebagai persediaan. 

3) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak 
dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

4) Persediaan antara lain terdiri dari: 
(a) Persediaan Barang Pakai Habis 
(b) Persediaan Barang Tak Habis Pakai 
(c) Persediaan Barang Bekas Dipakai 

5) Barang bantuan sosial atau hibah yang dibeli/dibangun 
Pemerintah Kabupaten Bulukumba termasuk dalam 
kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun 
belum diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang 
berhak. 

c. Pengakuan 

) Persediaan diakui atas barang yang telah diterima atau 
hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya 
berpindah. 
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2) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 
Tahun 2021, Pengakuan atas persediaan dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan aset, yaitu setiap 
pembelian persediaan dicatat sebagai persediaan, tidak 
langsung dicatat sebagai beban persediaan, dan 
digunakan untuk persediaan yang nilainya material. 

3) Mika terdapat selisih dalam jumlah yang tidak material 
antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang 
dengan hasil stock opname, selisih tersebut diperlakukan 
sebagai beban persediaan. 

4) Jika terdapat selisih dalam jumlah yang material antara 
catatan persediaan menurut Pengurus Barang dengan 
hasil stock opname, selisih tersebut diperlakukan sebagai 
Defisit Penghapusan Aset Lancar (Defisit dari kegiatan 
non operasional lainnya). Batasan materialitas atas 
persediaan adalah jika nilai selisih persediaan lebih dari 
10% dari total nilai persediaan. 

5) Jika terdapat retur atas persediaan, pengakuan atas 
retur tersebut bergantung pada jenis ganti rugi atas retur 
yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba. 
Ketentuan terkait retur adalah sebagai berikut: 
a. Pengembalian persediaan kepada pihak penyedia 

barang dan jasa diakui sebagai pengurang persediaan 
dan beban (ika atas persediaan tersebut telah 
dibebankan di Laporan Operasional) 

b. Atas pengembalian persediaan kepada pihak penyedia 
barang dan jasa yang tidak dimintakan penggantian 
berupa barang, maka Bendahara Pengeluaran 
mengajukan penagihan untuk meminta pengembalian 
kas yang telah dibayarkan. 

c. Jika pengembalian persediaan dari pihak penyedia 
berupa barang yang berdampak pada penerimaan 
kas, maka dilakukan penjurnalan dengan menghapus 
persediaan yang lama dan menggantinya dengan yang 
baru serta menerima pengembalian kas. Kas yang 
diterima atas pengembalian retur tersebut disetorkan 
ke RKUD (atau ke rekening BLUD) dan diperlakukan 
sebagai pengurang belanja (contra pos) 

d. Jika atas barang persediaan yang diretur tidak 
dilakukan penggantian dalam bentuk barang, maka 
Bendahara Pengeluaran meminta pengembalian dana 
atas pembelian persediaan dan menyetorkan 
penerimaan kas atas dana tersebut ke RKUD (atau ke 
rekening BLUD) dan diperlakukan sebagai pengurang 
belanja (contra pos). 

d. Pengukuran 
1) Persediaan secara umum diukur dengan menggunakan 

sistem pencatatan perpetual dengan menggunakan 
metode penilaian Harga Perolehan Terakhir dan First In 
First Out (FIFO] untuk jenis persediaan yang memiliki 
masa kadaluarsa. 



2) 
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4) 

5) 
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7) 

8) 

Persediaan disajikan sebesar: 
a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. 
b) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri. 
c) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya 

seperti donasi dan hewan/tanaman yang 
dikembangbiakkan 

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, 
biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya 
lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada 
perolehan persediaan. 
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya 
langsung yang terkait dengan persediaan yang 
diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan 
secara sistematis. 
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset 
atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang 
memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar 
(arm length transaction). 
Penilaian persediaan dilakukan menggunakan 
pendekatan aset dengan metode pencatatan Metode 
Perpetual, dimana pencatatan persediaan dilakukan 
setiap terjadi transaksi perolehan/ penerimaan dan 
pengeluaran persediaan. 
Potongan pembelian atau diskon atas 
persediaan dicatat sebagai pengurang 
persediaan. 
Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan 
dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai 
wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau 
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan 
berkeinginan melakukan transaksi wajar. 

pembelian 
dari nilai 

e. Pengungkapan 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan 
a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran 

persediaan; 
b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau 

perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan 
masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan 
dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk 
dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang 
yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan 
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 

c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak 
atau usang 

6. ASET UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 

a. definisi Aset untuk Dikonsolidasikan 
Aset untuk Dikonsolidasikan yaitu aset yang dicatat karena 
adanya hubungan timbal balik antar entitas akuntansi dan 
entitas pelaporan. 



b. Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan 
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi 
transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas 
akuntansi 

c. Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan 
Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai 
transaksi yang terjadi, Aset untuk dikonsolidasikan ini akan 
mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk 
dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan 
laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling 
mengeliminasi. 

d. Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan 
Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca 
dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada 
entitas akuntansi. Pada laporan konsolidasi akun ini akan 
tereliminasi. 

C. ASET NON LANCAR 

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, 
dana cadangan, dan aset lainnya. 

I. INVESTASI JANGKA PANJANG 
a) Definisi Investasi Jangka Panjang 

) Investasi jangka panjang yaitu investasi yang 
dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) 
bulan. 

2) Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen 
dan investasi non permanen. 

3) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang 
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 

4) Pengertian berkelanjutan yaitu investasi yang 
dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada 
niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, 
tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh 
yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga 
hubungan kelembagaan. 

5 Investasi permanen meliputi: I) penyertaan modal 
Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, 
badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan 
milik negara dan 2) investasi permanen lainnya yang 
dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan 
atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

6) Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang 
yang tidak termasuk dalam investasi permanen. 

7) Investasi non permanen meliputi :l) investasi jangka 
panjang kepada entitas lainnya, 2) investasi dalam surat 
berharga, 3) investasi dalam proyek pembangunan, 4) 
dana bergulir, 5) deposito jangka panjang dan 6) investasi 
non permanen lainnya. 

8) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam 
investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan 
untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti 
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kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 
(dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki 
terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan 
atau menarik kembali. 

b) Pengakuan 
) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas dan/atau 

aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi, dan 
perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai 
investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh 

manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa 
potensial di masa depan atas suatu investasi yang 
diperoleh pemerintah; atau 

b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat 
diukur secara memadai/andal (reliable). 

2) Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh 
bukan berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan 
nilai wajar pada tanggal perolehan, maka penggunaan nilai 
estimasi dapat digunakan 

3) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa: 
a) deviden tunai; 
b) deviden saham; dan 
c) bagian laba. 

4) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
a) hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari 

penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya 
menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan 
hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sahj; dan 

b) sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, 
bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh 
pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi 
(dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai 
investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual). 

5) Pengakuan hasil investasi untuk Deviden dalam bentuk 
saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun 
metode ekuitas akan menambah nilai investasi 
pemerintah. 

6) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat 
dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
a) hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal 

pemerintah berupa bagian laba dari investee yang 
pencatatannya menggunakan metode biaya tidak 
dilakukan pencatatan; dan 

b) apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba 
tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan 
pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan investasi. 

c) Pengukuran 
Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya 
meliputi harga transaksi Investasi investasi berkenaan 
ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan 
investasi berkenaan. 



2) Investasi nonpermanent 
a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki 

berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. 
b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk 

penyehatan perekonomian yang akan segera dicairkan 
dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. 

c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan 
pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan 
termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan 
dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka 
penyelesaian proyek sampai proyek tersebut 
diserahkan ke pihak ketiga. 

3) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang 
disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai 
sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut 
jika harga perolehannya tidak ada. 

4) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam 
valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan 
menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang 
berlaku pada tanggal transaksi. 

5) Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir 
merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan 
digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran 
atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan 
meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. 
Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai 
sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net 
Realizable Value). 

6) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi 
selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo 
sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi 
terse but. 

7) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut 
dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, 
sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari 
nilai tercatat investasi (carrying value) tersebut. 

8) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga 
metode yaitu: 
a) metode biaya; 
b) metode ekuitas; dan 
c) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. 

9) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang 
mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. 

10) Metode ckuitas adalah suatu metode akuntansi yang 
mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga 
perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan 
dengan perubahan bagian investor atas kekayaan 
bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi 
(investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. 

11) Mctode biaya digunakan jika kcpcmilikan kurang dari 
20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi 
dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi 
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terse but diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan 
tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan 
usaha/badan hukum yang terkait. 

12) Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 
50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki 
pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 
50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah 
mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan 
ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi 
pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali 
dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah 
akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian 
terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah 
porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya 
perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta 
revaluasi aset tetap. 

13 Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika 
kepemilikan bersifat non permanen. Metode nilai bersih 
yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk 
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu 
dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat 
direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar 
harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan 
penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima 
kembali, 
Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena 
penjualan atau pelepasan hak karena peraturan pemerintah. 
Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai 
tercatat harus dibebankan atau dikreditkan kepada 
keuntungan atau kerugian pelepasan investasi yang 
disajikan dalam laporan operasional. 

d) Pengungkapan 
I) Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi; 
b. jenis-jenis investasi, investasi permanen dan 

nonpermanen; 
c. perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek 

maupun investasi jangka panjang; 
d. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab 

penurunan tersebut; dan 
e. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan 

penerapannya; 
2) Perubahan pos investasi 

2. ASET TETAP 
a. Definisi 

I) Aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan 
dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh 
masyarakat umum. 
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2) Biaya perolehan yaitu jumlah kas atau setara kas yang 
dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan 
untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau 
konstruksi sampai dengan aset terscbut dalam kondisi dan 
tempat yang siap untuk dipergunakan 

3) Nilai tercatat (carrying amount) aset yaitu nilai buku aset, 
yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah 
dikurangi akumulasi penyusutan. 

4) Penyusutan yaitu alokasi yang sistematis atas nilai suatu 
aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets] 
selama masa manfaat aset yang bersangkutan 

5) Nilai sisa yaitu jumlah netto yang diharapkan dapat 
diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah 
dikurangi taksiran biaya pelepasan. 

6) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang 
sedang dalam proses pembangunan. 

b. Klasifikasi 

I) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam 
sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. 
Klasifikasi aset tetap sebagai berikut: 
a) Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah 
tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 
dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam 
kondisi siap dipakai. 

b) Peralatan dan Mesin 
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan 
kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, 
dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan 
masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 
dalam kondisi siap pakai. 

c) Gedung dan Bangunan 
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan 
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk 
dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan 
dalam kondisi siap dipakai. 

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, 
dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah 
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah 
daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

e) Aset Tetap Lainnya 
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak 
dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap 
di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk 
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam 
kondisi siap dipakai. 
Konstruksi Dalam Pengerjaan 
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap 
yang sedang dalam proses pembangunan namun pada 
tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. 
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2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan 
operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset 
tetap harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan 
nilai tercatatnya. 

c. Pengakuan 
I) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa 

depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan 
handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap 
telah diterima atau diserahkan hak kepemihikannya dan 
atau pada saat penguasaannya berpindah. 

2) Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti 
secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses 
administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah 
yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan 
sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka 
aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti 
bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah 
berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan 
penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik 
sebelumnya. 

3) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
a) berwujud; 
b) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan; 
e) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
d) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 

entitas; 
e) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 

digunakan; 
f) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan 

biaya/ongkos untuk dipelihara; dan 
g) nilai rupiah pembelian barang material atau 

pengeluaran untuk pembelian barang tersebut 
memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap 
yang telah ditetapkan. 

4) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria 
aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai aset lainnya. 

5) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan 
manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa 
konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. 

d. Pengukuran 
I) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila 

penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan 
tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan 
pada nilai wajar pada saat perolehan. 

2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya 
atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya 
yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset 
tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 



dimaksudkan 
3) Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun 

sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas 
biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal 
dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, 
tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses 
konstruksi. 

4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara 
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, 
bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya 
perencanaan dan pengawasan perlengkapan, tenaga 
listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang 
terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap 
terse but. 

5) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset 
terse but adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut 
diperoleh. 

6) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan 
tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset 
tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan 
minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak 
dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap 

7) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi 
dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset 
tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan 
dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai 
dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai 

8) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang 
diperoleh secara gabungan ditentukan dengan 
mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan 
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang 
bersangkutan. 

9) Tanah diakui sebesar biaya perolehan yang mencakup 
harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang 
dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya 
pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya 
yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan 
sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi 
nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli 
tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk 
dimusnahkan. 

10) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan 
jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus 
dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin 
tersebut sampai siap pakai yang meliputi harga pembelian, 
biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung 
lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai 
peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. 

I) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan 
seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus 
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan 
sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga 
pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya 



Catatan atas Laporan Keuangan. 

h. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal 
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap 
tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi 
kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset 
tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing 
masing akun aset tetap dan akun ekuitas 

Penyusutan 
L. Penyusutan yaitu alokasi yang sistematis atas nilai suatu 

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) 
selama masa manfaat aset yang bersangkutan 

2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui 
sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca 
dan beban penyusutan dalam laporan operasional. 

3. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode 
yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode 
penyusutan dan masa manfaat aset tetap diatur tersendiri 
dalam peraturan Bupati. 

4. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan 
karakteristik aset kecuali tanah, Aset Tetap Lainnya dan 
konstruksi dalam pengerjaan. 

j. Aset Bersejarah 
I Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, 

misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah 
unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
dengan tanpa nilai. 

2. Biava untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, 
rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan 
operasional sebagai beban tahun terjadinya 
pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh 
beban yang berlangsung untuk menjadikan aset 
bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada 
pada periode berjalan 

k. Penghentian dan Pelepasan 
I. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan 

atau bila aset secara permanen dihentikan 
penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa 
yang akan datang. 

2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas 
harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif 
pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan 
harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai 
tercatatnya. 

I. Pengungkapan 
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing 
masing jenis aset tetap sebagai berikut 
a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan 

nilai tercatat (carrying amount; dan 
b. rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir 

periode yang menunjukkan. 



pengurusan 1MB, notaris, dan pajak. 
12) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan 

menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang 
masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, 
dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya 
perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang 
dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap 
pakai. 

13) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan 
seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus 
dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap 
pakai. 

14) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan 
merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang 
biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung 
pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi 
kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) 
dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya 
suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa 
aset ke kondisi kerjanya. 

15) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara 
swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama 
seperti aset yang dibeli. 

e. Pertukaran Aset 
• Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau 

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset 
lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan 
nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas 
nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan 
jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang 
ditransfer/diserahkan. 

2. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas 
suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa 
dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka dicatat sebesar 
nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas 

f. Aset Donasi 
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus 
dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset 
tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional. 

g. Pengeluaran Setelah Perolehan 
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang 
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam 
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar 
kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang 
bersangkutan. Batasan jumlah biaya kapitalisasi 
(capitalization threshold ditentukan dengan 
mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional dan 
harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam 



I) Penambahan; 
2) Pelepasan; 
3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 
4) Mutasi aset tetap lainnya. 

c. informasi penyusutan, meliputi: 
I) Nilai penyusutan; 
2) Metode penyusutan yang digunakan; 
3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 
4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal 

dan akhir periode. 

d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 
I) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 
2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan 

dengan aset tetap; 
3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam 

konstruksi; 
4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 

e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain 
nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud. 

m. Mekanisme aset tetap yang tidak tertuang dalam kebijakan 
akuntansi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. 

3 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 
a. Definisi 

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang 
sedang dalam proses pembangunan. 

b. Klasifikasi 
Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan 
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, 
serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau 
pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu 
tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. 

c. Pengakuan 
1. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi 

Dalam Pengerjaan jika: 
a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa 

yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan 
diperoleh; 

b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, 
dan 

c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset 

tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai 
berikut: 
a. konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; 

dan 
b. dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan 

perolehan 
d. Pengukuran 

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya 
perolehan. 



2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola 
meliputi: 
a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 

konstruksi; 
b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada 

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi 
tersebut; dan 

c. biaya lain yang secara khusus dibebankan 
sehubungan konstruksi yang bersangkutan. 

3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu 
kegiatan konstruksi antara lain meliputi: 
a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; 
b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi; 
c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan 

bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi; 
d. biaya penyewaan sarana dan peralatan; 
e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara 

langsung berhubungan dengan konstruksi. 
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan 

konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke 
konstruksi tertentu meliputi: 
a. asuransi; 
b. biaya rancangan dan bantuan 

secara langsung berhubungan 
teknis yang tidak 
dengan konstruksi 

tertentu; 
c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk 

kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya 
inspeksi. 

5. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode 
rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung 
yang diterapkan secara konsisten pada semua biaya 
yang mempunyai karakteristik yang sama. 

6. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui 
kontrak konstruksi meliputi 
a, termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor 

sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; 
b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor 

berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi 
belum dibayar pada tanggal pelaporan; 

c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga 
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. 

7. Konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman 
yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan 
menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut 
dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. 

8. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya 
yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang 
digunakan untuk membiayai konstruksi. 

9. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh 
melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang 
masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. 

10. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa 
jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, 



biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan 
ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata 
tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. 

1I. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan 
sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat 
force majer maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama 
masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi 
dikapitalisasi. 

12. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi diberhentikan 
sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman 
tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada 
periode yang bersangkutan. 

13. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis 
pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang 
berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai 
tidak diperhitungkan biaya pinjaman. 

e. Pengungkapan 
Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai 
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi; 
a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut 

tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; 
b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya; 
c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih 

harus dibayar; 
d. uang muka kerja yang diberikan; dan 
e. retensi. 

4. DANA CADANGAN 
a. Definisi 

1. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk 
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif 
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran. 

2. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan 
dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup: 
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 

cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang 

harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana 
cadangan dalam bentuk rekening tersendiri; 

d. sumber dana cadangan; dan 
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan 

b. Klasifikasi 
Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana 
cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut 
tujuan pembentukannya, sebagai contoh: Dana Cadangan 
Pembangunan Jembatan, Dana Cadangan Pembangunan 
Gedung. 
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c. Pengakuan 

I Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam 
pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya 
akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk 
penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang 
sudah tercantum di dalam peraturan daerah 

2. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari 
Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses 
pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang 
menggunakan mekanisme LS. 

d. Pengukuran 
• Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah 

menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan 
diukur sebesar nilai nominal. 

2. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan 
misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai 
penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana 
cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai 
Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil 
pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai 
nominal. 

3. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran 
maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan 
buku dari Rekening dan cadangan ke Rekening Kas 
Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. 
Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal. 

e, Pengungkapan 

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan 
hal-hal sebagai berikut: 
a. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana 

cadangan; 
b. tujuan pembentukan dana cadangan; 
c. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana 

cadangan; 
d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; 
e. sumber dana cadangan; dan 
f. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana 

cadangan. 

5. ASET LAINNYA 

a. Definisi 
Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak 
dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka 
panjang, aset tetap dan dana cadangan. 

b. Klasifikasi 

L. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: 



a. tagihan jangka panjang: tagihan penjualan angsuran 
dan tuntutan ganti kerugian daerah; 

b. kemitraan dengan pihak ketiga: sewa, kerjasama 
pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah 
guna; 

c. aset tidak berwujud: goodwill, lisensi dan franchise, hak 
cipta, paten dan aset tidak berwujud lainnya; dan 

d aset lain -lain. 
2. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi 

a. tagihan jangka panjang; 
b. kemitraan dengan pihak ketiga; dan 
c. aset lain-lain. 

3. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi 
a. aset tak berwujud; dan 
b. aset lain-lain. 

c. Pengakuan 
L. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah 

yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah 
daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah 
daerah. 

2. Tuntutan ganti rugi dinilai dengan uang yang harus 
dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau 
badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum 
baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui 
ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu Telah 
ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab 
Mutlak (SKTM) atau telah diterbitkan Surat Keputusan 
Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak 
yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi 

3. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui 
pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu 
dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi 
aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. Dengan 
berakhirnya kerja sama maka pencatatan asset lainnya 
direklasifikasi ke asset tetap. Jika dalam pengakhiran 
perjanjian tidak terdapat berita acara serah terima dari 
pihak ketiga maka pencatatan asset lainnya mengacu pada 
perjanjian Kerjasama. 

4. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi 
perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan 
klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya 
kerjasama-pemanfaatan (KSP]. 

5. Bangun Guna Serah (BGS) yaitu suatu bentuk kerjasama 
berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak 
ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor 
tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain 
berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam 
jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali 
bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada 
pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang 
disepakati (masa konsesij. BGS dicatat sebesar nilai aset 
yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak 

95 



ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset 
yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset 
Tetap. 

6. Bangun Serah Guna (BSG) yaitu pemanfaatan aset 
pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara 
pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan 
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian 
menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada 
pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan 
pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat 
pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut 
fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk 
digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak 
ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan 
kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan 
pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran 
oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara 
bagi hasil. 

7. Aset tidak berwujud (ATB] yaitu aset non- moneter yang 
tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu 
jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. 

8. Goodwill yaitu kelebihaan nilai yang diakui oleh 
pemerintah daerah akibat adanya pembelian 
kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung 
berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan 
pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan 
kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih 
perusahaan. 

9. Hak Paten diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan 
intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau 
suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi 
pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat 
mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi 
pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. 

IO.Royalti yaitu nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat 
diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak 
lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh 
orang, instansi atau perusahaan lain. 

L.Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak 
berwujud yaitu software yang bukan merupakan bagian tak 
terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi 
software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. 
Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik 
berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software 
berkenaan. 

12.Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau 
hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan 
perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat 
ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi 
perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu 

13.Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat 
jangka panjang yaitu suatu kajian atau pengembangan 
yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 



dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai 
aset. 

14.Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak 
berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis 
aset tak berwujud yang ada. 

15.Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak 
berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu 
penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau 
pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal 
pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas 
pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka 
pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan 
harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan 
(intangible asset-work in progress), dan setelah pekerjaan 
selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak 
berwujud yang bersangkutan. 

16.Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari 
penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset 
lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, 
usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena 
sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses 
penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset 
lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan 
aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain 
lain. 

d. Pengukuran 
L. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal 

dari kontrak/berita acara penjualan aset yang 
bersangkutan. 

2. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam 
SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat 
Keterangan Tanggungiawab Mutlak (SKTJM]. 

3. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita 
acara penjualan aset yang bersangkutan. 

4. Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang 
tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat 
perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya 
ant. 

5. BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan 
oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor 
untuk membangun aset BGS tersebut. 

6. BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang 
dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan 
pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset 
yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk 
membangun aset tersebut. 

7. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu 
harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk 
memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk 
digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang 
diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat 
pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas 
pemerintah daerah tersebut. 



8. Biaya untuk memperoleh 
pembelian terdiri dari: 
a. harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, 

setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat, dan 
b. setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung 

dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang 
membuat aset tersebut dapat bekerja untuk 
penggunaan yang dimaksudkan. 

9, Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara 
internal yaitu 
a. aset tak berwujud dari kegiatan pengembangan 

memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar 
perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan 
memenuhi kriteria pengakuan. 

b. pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya 
telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh 
diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak 
berwujud di kemudian hari. 

c. aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan 
software komputer, maka pengeluaran yang dapat 
dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan 
aplikasi. 

10. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan 
aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat 
ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar 

II Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain 
lain yaitu aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan 
dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke 
dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat /nilai bukunya. 

e. Pengungkapan 
L. Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada 

kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan 
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK] secara memadai. 

2. Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan 
Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK] 
disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya 
klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur 

3. Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan 
maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya 
klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai 

4. Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan 
Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 
disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya 
klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut 
jemsnya. 

5. Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian 
dari Aset Lainnya." 

6. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya 
dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal 
yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor 

fl[EI 

yang 
biaya 
sejak 

aset tak berwujud dengan 



yang menyebabkan dilakukannya penghentian 
penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan 
penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan. 

6 AMORTISASI 

I. Amortisasi yaitu penyusutan terhadap aset tidak berwujud 
yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa 
manfaatnya. 

2. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas 
aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. 

3. Atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak 
terbatas akan diamortisasi penuh pada saat aset tak berwujud 
tersebut sudah tidak dipergunakan lagi. 

a. Pengakuan 
Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 
Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan saat akan 
dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset 
tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya. 

b. Pengukuran 
Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya Jumlah amortisasi 
dilakukan dengan metode garis lurus. Masa manfaat 
amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan 
atau kontrak. 

e. Pengungkapan 
Pengungkapan Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam 
neraca dalam akun Akumulasi Amortisasi" yang akan 
mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut, Selain itu 
amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional 
sebagai Beban Amortisasi". Pengungkapan aset lainnya 
dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya 
harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut: 
I. besaran dan rincian aset lainnya; 
2. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud; 
3. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga 

(sewa, KSP, BOT dan BTOJ; dan 
4. informasi lainnya yang penting. 

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN 

A. UMUM 

I. Tujuan 
Tujuan kebijakan ini yaitu mengatur perlakuan akuntansi 
kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan 
biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. 

2. Ruang Lingkup 
a) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas 

pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan 
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untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan 
akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, 
dan pengungkapan yang diperlukan. 

b) Kebijakan akuntansi ini mengatur: 
) Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang 
yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang 
Luar Negeri. 

2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang 
pemerintah. 

3. Definisi Kewajiban 

a) kewajiban yaitu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber 
daya ekonomi pemerintah. 

b) kewajiban Jangka Pendek yaitu suatu kewajiban yang 
diharapkan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) 
bulan. 

c) kewajiban jangka panjang yaitu semua kewajiban pemerintah 
daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua beals) 
bulan sejak tanggal pelaporan. 

B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 

I. UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 
a) Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK] 

) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut 
Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada 
pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah 
daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, 
seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), iuran Jaminan Kesehatan, Taspen, dan Tapera. 

2) Potongan PK tersebut scharusnya diserahkan kepada 
pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT. Taspen, 
Tapera, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah 
yang dipungut/dipotong. 

b) Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK] 
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh 
Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas 
daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan 
tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa 
termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat 
Perintah Pencairan Dana ($P2D). 

c) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFKJ 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini 
adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh 
Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan 
kepada yang berkepentingan. 

d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga 
(PFK 
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I) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus 
segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam 
ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban 
Jangka Pendek. 

2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo 
pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak 
lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus 
dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang 
masth harus disetorkan. 

2. UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST) 
a) Definisi Utang Bunga (Accrued Interest 

) Utang Bunga yaitu unsur biaya berupa bunga yang harus 
dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena 
pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara 
lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka 
panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi 
negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan 
utang jangka panjang lainnya. 

2) Termasuk dalam kelompok utang bunga yaitu utang 
commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan 
dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan 
disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur. 

b) Pengakuan Utang Bunga (Accrued Interest) 
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang 
berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah 
terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi 
seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan 
diakui pada setiap akhir periode pelaporan. 

c) Pengukuran Utang Bunga (Accrued Interest) 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah 
sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah 
terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran 
kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman 
biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu 
yang telah disepakati oleh para pihak. 

d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (Accrued Interest) 
Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban 
jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan 
tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment 
fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun 
utang commitment fee diungkapkan dalam CaLK secara 
terpisah. 

3 BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG 
a) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian 
utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri 
maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan 
akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas] bulan setelah tanggal 
neraca. 



b) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi 

pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 
waktu I2 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada 
setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar 
utang jangka panjang yang akan didanai kembali 

2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
adalah utang jangka panjang yang persyaratan 
tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut 
menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand). 

c) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang 
jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo 
dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. 
Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena 
payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah 
sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan 
kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam 
sesuai perjanjian. 

d) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka 
Panjang. 
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca 
sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar 
Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis 
utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK. 

4. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 

a) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka 
Pendapatan Diterima Dimuka yaitu kewajiban yang timbul 
karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan 
tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum 
diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. 

b) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka 
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat 
terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah 
daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi 
belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah. 

c) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini 
adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan 
oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan 
tanggal neraca. 

d) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka 
Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban 
jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima 
Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 



5. UTANG BEBAN 
a) Definisi Utang Beban 

1) Utang Beban yaitu utang pemerintah daerah yang timbul 
karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau 
jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan 
dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal 
pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam 
klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah 
utang kepada pihak ketiga (Account Payable). 

2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena: 
a. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum 
dilakukan pembayaran. 

b. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik 
menyediakan barang atau jasa dimuka dan 
melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, 
penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon 
oleh masing-masing perusahaan untuk suatu 
bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada 
entitas selaku pelanggannya pada bulan atau 
bulan-bulan berikutnya. 

c, Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan 
fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau 
peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana 
dituangkan dalam berita acara kemajuan 
pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan 
tanggal pelaporan belum dibayar 

d. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai 
dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal 
pelaporan belum dibayar. 

b) Pengakuan Utang Beban 
Utang Beban diakui pada saat: 
1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah 

terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum 
dibayar. 

2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam 
bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah 
daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum 
diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. 

Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau 
pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa 
pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan 
tanggal pelaporan belum dibayar. Pengukuran Utang Beban. 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini 
adalah scbesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah 
daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan 
tanggal neraca. 

c) Penyajian dan pengungkapan Utang Beban 
Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban 
jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan 
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atas Laporan Keuangan (CaLK). 

6. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA 

a) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya 
Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka 
pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban 
jangka pendek seperti pada akun di atas. 

b) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnva 
Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ 
timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah 
diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai 
dengan tanggal pelaporan. 

c) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya 
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah 
sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai 
dengan tanggal neraca 

d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya 
Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban 
jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

7 KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 

a) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan 
) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang 

dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara 
entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Kewajiban ini 
tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara entitas 
akuntansi dan entitas pelaporan. 

2) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal 
balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai 
dengan metode pencatatan transaksi antar entitas 
Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan 
tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan 
pada saat penyusunan laporan keuangan. 

b) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan 

Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat 
terjadi transaksi yang melibatkan transaksi antar entitas. 

c) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan 
I) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan 

berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi. 
2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai 

nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan 
sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan 
konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi. 

d) Pengungkapan Kewajiban untuk dikonsolidasikan Kewajiban 
untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam 
klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan 
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hanya pada entitas akuntansi. Pada laporan konsolidasi akun 
ini tereliminasi. 

C. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 

I UTANG DALAM NEGER 

a) Definisi Utang Dalam Negeri 

1) Utang Dalam Negeri yaitu semua kewajiban pemerintah 
daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan 
dan diperoleh dari sumber-sumber dalam neger 

2) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya: 
a. Utang Dalam Negeri-sektor perbankan, 
b. Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non 

bank; 
c. Utang Dalam Negeri - obligasi; 
d. Utang pemerintah pusat; 
e. Utang pemerintah provinsi; dan 
f. Utang pemerintah kabupaten/kota. 

b) Pengakuan Utang Dalam Negeri 
I) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian 

pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana 
diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan 
obligasi. 

2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, 
bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan 
utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran 
bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi. 

3) Pengukuran Utang Dalam Negeri. 
a) jumlah utang yang tercantum dalam naskah 

perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah 
pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. 
Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh 
jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang 
dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri 
adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh . . . penerma pmjaman. 

b) dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok 
pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga 
jumlah yang dicantumkan dalam neraca yaitu sebesar 
total penarikan dikurangi dengan pelunasan. 

c) terkait dengan utang obligasi dicatat sebesar nilai 
nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon 
yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal 
Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang 
tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah 
dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah 
pada saat jatuh tempo. 

a) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri 
Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka 
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panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi 
prnaman. 

2. UTANG LUAR NEGER 

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 
Penerimaan Hibah menyatakan bahwa pemerintah daerah 
dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat 
menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. 
Pada pasal 7 ayat (l) dan ayat [2) dijelaskan bahwa pinjaman luar 
negeri antara lain digunakan untuk diteruspinjamkan dan 
dihibahkan kepada pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah 
daerah dapat meneruspinjamkan dan/atau menerushibahkan 
pinjaman luar negeri kepada BUMD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
a) Definisi Utang Luar Negeri 

I) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah 
pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri yaitu setiap 
pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari 
Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu 
perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga 
negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan 
tertentu. 

2) Nilai nominal yaitu nilai kewajiban pemerintah daerah 
pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai 
yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. 

3) Nilai tercatat (caring amount) kewajiban yaitu nilai buku 
kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah 
dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang 
belum diamortisasi. 

4) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini 
kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo 
kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal 
lebih tinggi dari tingkat bunga efektif 

5) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini 
kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo 
kewajiban (maturity value] dari suatu utang karena 
tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga 
efektif. 

b) Pengakuan Utang Luar Negeri 
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau 
pada saat kewajiban timbul. 

c) Pengukuran Utang Luar Negeri 
1) Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata 

uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang 
rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada 
tanggal neraca. 

2) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang 
pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi 
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berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat 
utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, 
seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian 
dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan 
perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, 
diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat 
(carrying amount) utang tersebut 

d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri 
I) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat 

(carrying amount) 
2) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari 

nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto 
atau premium yang belum diamortisasi. 

3) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos 
pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang 
(apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman 
sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, 
amortisasi diskonto/ premium, dan selisih kurs utang 
dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi 
dan kurs tanggal Neraca. 

3. UTANG JANGKA PANJANG LAINNYA 
a) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya 

1) Utang jangka panjang lainnya yaitu utang jangka panjang 
yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan 
Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. 

2) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan 
dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak 
ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG) 

3) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada 
pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor 
sekaligus atau secara bagi hasil. 

4) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila 
pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran 
atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset 
kemitraan. 

5) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang 
dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. 
Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang 
kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan 
investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang 
dibayarkan. 

b) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya 
I) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh 

pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya 
akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara 
angsuran. 

2) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat 
pada kebijakan aset lainnya - kemitraan dengan pihak 
ketiga 
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c) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya 
1) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang 

disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai 
yang belum dibayar. 

2) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat 
pada kebijakan aset lainnya kemitraan dengan pihak 
ketiga 

d) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya 
I) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan 

klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang 
kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama 
diungkapkan dalam CaLK. 

2) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat 
pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak 
ketiga. 

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS 

A. UMUM 
L. Tujuan 

a) tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk 
mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi 
lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang 
undangan. 

b) perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, 
pengakuan, dan pengungkapannya. 

2. Ruang Lingkup 

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang 
disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi 
berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas 
akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak 
termasuk perusahaan daerah. 

3. Definisi Ekuitas 

a) ekuitas yaitu kekayaan bersih pemerintah daerah yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah 
daerah pada tanggal laporan. 

b) saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas 
pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 

c) saldo ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah 
(dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan 
lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi 
Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan 
Perubahan Ekuitas (LPE). 

d) akun ekuitas menurut kebijakan ini 
mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan 
Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih). 
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e) akun ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya 
terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran PPKDJ 
diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk 
Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran 
SKPD) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan 
sehingga sebagai lawan dari akun aset yaitu akun 
kewajiban. 

) dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk 
Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim 
untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang 
sebenarnya. 

B. PENGAKUAN EKUITAS 

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan 
kewajiban. 

C. PENGUKURAN EKUITAS 

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset 
dan kewajiban. 

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS 
Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LRA 

A. UMUM 

1. Tujuan 

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran 
pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi 
tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 
Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan 
menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah 
disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

2. Ruang Lingkup 
a) kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan 

LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran. 
b) pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas 

akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang 
memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak 
termasuk perusahaan daerah. 

3. Definisi Pendapatan LRA 

a) pendapatan-LRA yaitu semua penerimaan Rekening Kas 
Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih 
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 
menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar 



kembali oleh pemerintah daerah; 
b) rekening kas umum daerah yaitu rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala 
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan, 

c) saldo anggaran lebih yaitu gunggungan saldo yang 
berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun 
anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta 
penyesuaian lain yang diperkenankan; 

d) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA /SiKPA) 
yaitu selisih lebih /kurang antara realisasi pendapatan 
LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan; 

e) surplus/defisit-LRA yaitu selisih lebih/kurang antara 
pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode 
pelaporan; 

f) pendapatan LRA terdiri dari: 
I) Pendapatan Asli Daerah-LRA; 
2) Pendapatan Transfer-LRA; dan 
3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LRA. 

4. Pengakuan Pendapatan LRA 
a) sesuai dengan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran I PP 

Nomor 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan 
telah diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) 02. Pengakuan 
Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum 
Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan 
semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) 
sebagai salah satu tempat penampungannya, 

b) pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada 
saat. 
I) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada 

RKUD. 
2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh 

Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan 
belum disetorkan ke RKUD. 

3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD 
dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, 
dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya 
kepada BUD. 

4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah 
langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk 
mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan 
syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada 
BUD. 

5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar 
entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang 
diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai 
pendapatan. 

6) Pendapatan Hibah dalam bentuk uang diakui sebagai 
Pendapatan-LRA di SKPD/Unit SKPD/SKPKD yang 
menerimanya. 
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7) Pendapatan Hibah dalam bentuk barang atau jasa 
tidak diakui sebagai Pendapatan--LRA. 

8) Penerimaan kas atas pengembalian sisa UP/TU oleh 
Bendahara Pengeluaran tidak diakui sebagai 
Pendapatan-LRA melainkan dicatat dengan kode 
akun Kas di Bendahara Pengeluaran. 

9) Jika terdapat kelebihan penyetoran sisa kas UP/TU 
maka dapat diakui sebagai Pendapatan -LRA. Namun, 
jika Bendahara Pengeluaran berencana untuk 
meminta kembali kelebihan penyetoran tersebut, 
maka pada saat kas tersebut telah masuk di RKUD 
diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga. 

5. Pengukuran Pendapatan LRA 
a) pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak 
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan 
dengan pengeluaran); 

b) dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA 
bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan 
dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu 
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto 
dapat dikecualikan. 

c) Pengecualian atas azas bruto dilakukan untuk mengakui 
pendapatan dari Penerimaan Jasa Giro dan Pendapatan 
Bunga Deposito. Pengukuran atas kedua jenis 
pendapatan terse but adalah sebagai berikut: 

Bunga Deposito-Biaya Administrasi Bank Pendapatan-LRA 

d) Pengecualian atas azas bruto juga dapat diberlakukan 
atas Pendapatan BLUD yang diterima melalui mekanisme 
transfer antar bank dan biaya administrasi bank 
ditanggung oleh BLUD sepanjang BLUD tidak dapat 
mendapatkan informasi biaya administrasi secara past 
atau tidak dapat membebankannya ke dalam belanja. 

e) Pendapatan yang diterima dengan mata uang asing 
dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar 
pada saat terjadinya pendapatan. 

6. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA 
a) pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi 

Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang 
rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK); 

b) hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas 
Laporan Keuangan (CaLK] terkait dengan pendapatan 
yaitu: 
I) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah 

tanggal berakhirnya tahun anggaran. 
2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun 

pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang 
bersifat khusus. 

3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target 
penerimaan pendapatan daerah. 
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4) Informasi lainnya yang dianggap perlu 

B. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA 
• Definisi Pendapatan Asli Daerah-LRA 

a) pendapatan asli daerah (PAD)-LRA yaitu pendapatan yang 
diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan 
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih 
dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan 
kemandirian daerah; 

b) pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah 
(meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak 
dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan 
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan 
komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat 
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau 
jasa oleh Daerah). 

2. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA 
Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas 
pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan 
maupun oleh BUD. 

3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA 
Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai 
yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau 
Surat tanda Setoran. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah - LRA 
Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi 
nggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang 
rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 

C. PENDAPATAN TRANSFER -LRA 

L. Definisi Pendapatan Transfer-LRA 
Pendapatan Transfer-LRA atau sering disebut Dana 
Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai 
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

2. Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA 
a) pengakuan pendapatan transfer-LRA yaitu pada saat 

diterimanya pendapatan transfer-LRA pada Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan 
pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai 
RKUD, 

b) pendapatan transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di 
SKPKD. 



3. Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA 
Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA sesuai dengan jumlah 
nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA 

Pendapatan Transfer-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang 
rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 

D. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 
• Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 

a) lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan 
seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah 
LRA dan Pendapatan Transfer-LRA (dana perimbangan). 

b) lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari: 
) Pendapatan Hibah-LRA; 
2) Dana Darurat-LRA; 
3) Pendapatan Lainnya-LRA. 

2. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 

a) lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui pada 
saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada 
Rekening Umum Kas Daerah (RKUD). 

b) lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA diakui oleh 
SKPKD. 

3. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 
Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA sesuai 
dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan 
tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD). 

4. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang Sah-LRA 

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas 
dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

V. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 

A. UMUM 

I Tujuan 
Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi 
atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian 
dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan 
pemerintah daerah. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun 
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. 



B. DEFINISI BELANJA 

1 Belanja yaitu semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode 
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

2. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan 
Realisasi Anggaran (LRAJ. 

3. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja 
tak terduga, serta transfer. 

4. Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan 
sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka 
pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja 
hibah, dan belanja bantuan sosial. 

5. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik 
dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan 
kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang 
dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus 
PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, 
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

6. Belanja barang dan jasa yaitu pengeluaran anggaran untuk 
pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 
12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan 
kegiatan pemerintahan. 

7. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk 
pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban 
penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk 
beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman 
dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya 
commitment fee dan biaya denda. 

8. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran 
yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/ 
lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan 
dapat terjangkau oleh masyarakat. 

9. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk 
uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah 
lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi 
kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. 

10. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran 
dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada 
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan 
untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

11. Belanja Modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan 
aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 
satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain 
belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, 
peralatan, dan aset tak berwujud. 

12. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga 
beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait 
dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut 
siap digunakan. 
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13. Belanja Tak Terduga yaitu pengeluaran anggaran untuk 
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan 
berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana 
sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat 
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan 
pemerintah daerah. 

14. Belanja Transfer yaitu belanja berupa pengeluaran uang atau 
kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan 
kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

15. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 
a) belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang member 
manfaat jangka pendek; 

b) belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk 
memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang member 
manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi; 

c) belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran 
atas Beban A9BD untuk keperluan darurat termasuk 
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi 
sebelumnya; 

d) belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari 
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya 
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. 

C. PENGAKUAN 
Belanja diakui pada saat: 
L. Terjadinya pengeluaran dari RKUD. 
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran 

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungiawaban atas 
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai 
fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau $P2D 
Nihil. 

3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan 
mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur 
mengenai badan layanan umum. 

D. PENGUKURAN 
• Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang 

ditetapkan dalam dokumen anggaran. 
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan 

diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan 
tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. 

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 
• Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LA) 

sesuai dengan klasifikasi belanja, yaitu: 
a) belanja operasi; 
b) belanja modal; 
c) belanja tak terduga; dan 
d) belanja transfer; 



dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila 

pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka 
pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata 
uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut 
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 
transaksi. 

3. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun 
berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, 
penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja 
daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan 
penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan 
informasi lainnya yang dianggap perlu. 

VI. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER 

A. UMUM 

Tujuan 
a) tujuan kebijakan akuntansi transfer yaitu untuk 

mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi 
lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas 
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang 
undangan; 

b) perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, 
pengakuan, dan pengungkapannya. 

2. Ruang Lingup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang 
disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi 
berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas 
akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak 
termasuk perusahaan daerah. 

B. DEFINISI 
I. Transfer yaitu penerimaan/pengeluaran uang dari suatu 

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk 
dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

2. Transfer Masuk (LRA) yaitu penerimaan uang dari entitas 
pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari 
pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. 

3. Transfer Keluar (LRA) yaitu pengeluaran dari entitas pelaporan 
ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil 
oleh pemerintah daerah. 

4. Pendapatan Transfer (LO) yaitu pendapatan berupa 
penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas 
pelaporan dari suatu entintas pelaporan lain yang diwajibkan 
oleh peraturan perundang-undangan. 

5. Beban Transfer (LO) yaitu beban berupa pengeluaran uang 
atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas 
pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan 
oleh peraturan perundang-undangan. 



6. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas 
penerimanya yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan 
sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan 
entitas penerima untuk transfer/beban transfer. 

C. PENGAKUAN 

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 
I. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan 

Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan 
pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. 

2. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada 
Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis 
pendapatan transfer dilakukan pada saat 
a) timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau 
b) pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya 

ekonomi (realized). 
3. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan 

penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat 
penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat 
diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan 
hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Transfer Keluar dan Beban Transfer 
1. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan 

Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan 
pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. 

2. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan 
Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode 
berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu 
pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban 
transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan 
penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan 
kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan 
kepada pemerintah daerah lainnya/desa. 

D. PENGUKURAN 
Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 
• Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan 

Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat 
berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas 
Umum Daerah. 

2. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer 
pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan 
dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi 
pemerintah daerah. 

Transfer Keluar dan Beban Transfer 
1. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, 

transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang 
diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. 

2. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban 
transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer 
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pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah 
daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

E. PENILAIAN 
Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 
Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan 
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 
Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah 
Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak 
memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman 
pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai 
pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan 
realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan 
pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah 
daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan 
Operasional. 
Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan 
bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan 
kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas 
pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi 
pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer 
DAU tahun anggaran berjalan. 
Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya 
kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran 
sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan 
sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran 
berjalan untuk jenis transfer yang sama. 

F. PENGUNGKAPAN 
1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 
a) penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer 

masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi 
pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta 
perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran 
sebelumnya; 

b) penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran 
transfer masuk dengan realisasinya; 

c) penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk 
dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi 
pendapatan transfer pada Laporan Operasional; 

d) informasi lainnya yang dianggap perlu. 
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 
3. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar 

pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban 
transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya 
dengan tahun anggaran sebelumnya: 
a) penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran 

transfer keluar dengan realisasinya. 



b) penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar 
dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban 
transfer pada Laporan Operasional. 

c) informasi lainnya yang dianggap perlu 

VII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN 

A. UMUM 

1. Tujuan 
a) tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk 

mengatur perlakuan akuntansi atas pembiayaan dan 
informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan; 

b) perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, 
pengakuan, dan pengungkapannya. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang 
disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi 
berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas 
akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak 
termasuk perusahaan daerah. 

3. Definisi 
a) pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan 
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan 
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang 
dalam penganggaran pemerintah daerah terutama 
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan 
surplus anggaran; 

b) pembiayaan terdiri dari 
) Penerimaan pembiayaan; dan 
2) Pengeluaran pembiayaan. 

B. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

1. Definisi Penerimaan Pembiayaan 
a) penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal 
dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman 
Daerah, penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah, 
dan /atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. SiLPA, 
penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil 
privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali 
pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan 
investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan, 



b) transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 

2. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan 
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

3. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan 
Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari 
transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan 
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan 
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan 
dengan pengeluaran). 

4, Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan 
Penerimaan Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK). 

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 
• Definisi Pengeluaran Pembiayaan 

a) pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian 
pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal 
pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam 
periode tahun anggaran tertentu, pembentukan dana 
cadangan, dan pengeluaran investasi non permanen 
lainnya; 

b) transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan 
oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 

2. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan 
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya 
pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). 

3. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan 
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal 
transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan 
azas bruto. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan 
Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). 

D. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR 
Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang 
diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah 
daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan 
digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya 
sebagai dana bergulir. 

2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang 
mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD 
dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan. 

pada 



3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang 
menambah rekening kas umum daerah dalam APBD 
dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan. 

4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana 
tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka 
dana tersebut scjatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh 
tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana 
bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan 
disajikan sebagai investasi jangka panjang. 

5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran 
kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas 
akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara 
langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh 
dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan 
tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran 
pembiayaan. 

E. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) 
1. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

a) saldo anggaran lebih (SAL) yaitu gunggungan saldo yang 
berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran 
sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang 
diperkenankan; 

b) akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun 
pembiayaan; 

c) akun ini ada dalam kategori ekuitas SAL. Kebijakan ini 
memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun 
bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan 
pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal 
bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan 
mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini 
akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat 
tanggal pelaporan; 

d) saldo anggaran lebih terdiri dari. 
I) surplus/defisit-LRA; 
2) Pembiayaan Netto; 
3) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan); dan 
) perubahan SAL; 

e) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara 
pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan 

f) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan 
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan; 

g Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 
adalah selisih lebih /kurang antara realisasi pendapatan 
LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode 
pelaporan; 

h) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk 
mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas 
yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan 
Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL 



2. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

a) akun saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi 
transaksi penyusunan laporan keuangan; 

b) akun ini akan menutup akun Pendapatan-LO dan beban 
serta menutup akun SiLPA/SiKPA. 

3. Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 
Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan 
untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan 
Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka 
(face) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode 
akuntansi. 

VIII. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO 

A, UMUM 

1. Tujuan 
Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam 
Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam ranga 
memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan 
pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 
perundang-undangan. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO 
yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi 
berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas 
akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak 
termasuk perusahaan daerah. 

B. PENDAPATAN-LO 
Definisi Pendapatan-LO 
a) Pendapatan-LO yaitu hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali; 

b) pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber 
pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan 
untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal 
dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, 
pendapatan transfer, lain -lain pendapatan yang sah, 
Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing 
masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut 
jenis pendapatan; 

c) Pendapatan-LO terdiri dari: 
) pendapatan asli daerah-LO; 
2) pendapatan transfer-LO; 
3) lain-lain pendapatan yang sah-LO; 
4) pendapatan non operasional-LO; dan 
5) pos luar biasa-LO. 



2. Pengakuan Pendapatan-LO 
a) pendapatan-LO diakui pada saat: 

I) timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan/atau 
2) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk 

sumber daya ekonomi (realized). 
b) pada saat timbulnya hak atas pendapatan diartikan 

ba.hwa: 
I) pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan 

perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu 
pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada 
saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/ 
imbalan; 

2) dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui 
dengan mengacu pada peraturan perundangan yang 
mengatur mengenai badan layanan umum. 

c) pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi diartikan 
bahwa hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah 
tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. 

d) bila dikaitkan dengan penerimaan kas maka pengakuan 
Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi 
yaitu: 
) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas; 
2) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan 

kas; dan 
3) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas 

e) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat 
dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan 
daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak 
pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak 
pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan-LO 
diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen 
penetapan walaupun kas belum diterima. 

f) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan 
kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi 
pendapatan daerah tidak terdapat perbedaan waktu antara 
penetapan hak pendapatan dan penerimaan 
kas/penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan 
dengan diterimanya kas, maka pendapatan-LO diakui 
pada saat kas diterima. 
Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan-LO 
bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat juga 
dilakukan atas transaksi dengan pertimbangan: 
a) ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi 

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat 
ketidakpastian jumlah pendapatannya cukup tinggi. 
Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta 
prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali 
dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi 
yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan 
pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat 
dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan 
secara bersamaan saat diterimanya kas. 



b) Tidak ada dokumen penetapan 
Beberapa pendapatan tidak memerlukan dokumen 
penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan 
sistem self assesment atau dokumen penetapan tidak 
diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, 
maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan 
perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan LO secara 
bersamaan saat diterimanya kas 
Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan 
yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas 
didasarkan atas pertimbangan kepraktisan dan 
pertimbangan biaya dan manfaat. 

g) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas dapat 
dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan 
daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak 
pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, 
dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun 
penetapan pengakuan pendapatan belum terjadi, maka 
Pendapatan-LO diakui pada saat terjadinya 
penetapan/ pengakuan pendapatan. 

3. Pengukuran Pendapatan-LO 
a) pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu 

dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak 
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan 
dengan beban); 

b) dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO 
bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan 
dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu 
dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat 
dikecualikan. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LO 
Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) 
Rincian dari pendapatan-LO dijelaskan dalam Catatan atas 
laporan Keuangan (CaLK). 

C. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO 

1 Definisi Pendapatan Asli Dacrah-LO 
a) pendapatan asli daerah (PAD)- LO yaitu pendapatan yang 

diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan 
yang diakui sebagai penambah ckuitas dalam periode 
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 
kembali; 

b) pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari Pajak 
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

2. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LO 
a) pendapatan asli daerah-LO diakui pada saat telah 

menjadi hak bagi pemerintah daerah. 



b) jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas 
Pendapatan Asli Daerah-LO dilakukan sebagaimana 
kondisi berikut ini: 
1) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui sebelum 

penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak 
pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum 
diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi 
maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya. 

2) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui bersamaan 
penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa 
pendapatan asli daerah - LO yang tidak ada dokumen 
penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan 
penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan 
berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan 
Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti 
setoran pendapatan lainnya yang sah. 

3) Pendapatan Asli Daerah-LO diakui setelah 
penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan 
asli daerah-LO belum menjadi hak pada periode 
akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini 
diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, 
atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun 
dokumen lainnya yang sah. 

c) Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan 
dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan 
akuntansi (accounting treatment) pada akhir periode 
akuntansi atau pada saat penyusunan laporan keuangan 
agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, 
tidak disajikan kurang (understated) maupun lebih 
(overstated). 

3. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO 

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LO diukur sesuai jumlah 
hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang 
dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi 
terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk 
mendapatkannya. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LO 
Pendapatan Asli Daerah-LO disajikan dalam Laporan 
Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas 
laporan Keuangan (CaLK). 

D. PENDAPATAN TRANSFER-LO 

1. Definisi Pendapatan Transfer-LO 

a) pendapatan transfer-LO yaitu pendapatan yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 
untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka 
pelaksanaan Desentralisasi; 

b) alokasi pendapatan transfer-LO untuk pemerintah daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil 
Pajak/Bukan Pajak-LO, Dana Alokasi Umum-LO, Dana 
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Alokasi Khusus-LO dan Dana Penyesuaian-LO bagi (yang 
diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap 
periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank. 

2. Pengakuan Pendapatan Transfer-LO 
a) pengakuan pendapatan transfer-O diakui pada saat kas 

masuk ke Rekening Kas Umum Daerah; 
b) Diterbitkan Surat Ketetapan tentang kekurangan 

pembayaran transfer dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah lainnya untuk periode tahun berjalan 
atau berupa Surat Ketetapan sesuai peraturan Perundang 
undangan. 

c) pengakuan pendapatan transfer-LO hanya dilakukan di 
SKPKD. 

3. Pengukuran Pendapatan Transfer-LO 
Pendapatan Transfer-LO dilakuka berdasarkan jumlah yang 
diterima di RKUD atau Berdasarkan nilai yang ditetapkan 
dalam surat Keputusan sesuai peraturan perundang 
undangan. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LO 
Pendapatan Transfer-LO disajikan dalam Laporan Operasional 
(LO). Rincian dari Pendapatan Transfer-LO dijelaskan dalam 
Catatan atas laporan Keuangan (CaLK). 

E. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO 

• Definisi lain-lain pendapatan yang sah-LO 
a) lain-lain pendapatan yang sah-LO yaitu seluruh 

pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah- LO 
dan Pendapatan Transfer-LO; 

b) lain-lain pendapatan yang sah-LO terdiri dari: 
I) Pendapatan Hibah-LO; 
2) Dana Darurat-LO; 
3) Pendapatan Lainnya-LO 

2. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO 
a) pengakuan lain-lain pendapatan yang sah-LO yaitu pada 

saat pendapatan ini di terima di RKUD; 
b) pendapatan hibah-LO diakui pada saat di terima di 

RKUD; 
c) Pendapatan Hibah -LO dalam bentuk uang diakui 

berdasarkan: 
I) Naskah Perjanjian Hibah yang telah ditandatangani oleh 

pemberi hibah; atau 
2) Penerimaan kas atas hibah yang diperoleh dari 

masyarakat atau pemberi hibah lainnya tanpa didahului 
dengan Naskah Perjanjian Hibah; atau 

3) Surat Ketetapan tentang hibah dari Pemerintah Pusat 
atau Pemerintah Daerah lainnya untuk periode tahun 
berjalan. 

d) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa diakui 
berdasarkan: 



1%cK..G. 
I) Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang 

telah ditandatangani oleh pemberi hibah; atau 
2) Penerimaan barang/jasa tanpa didahului oleh BAST 

untuk hibah langsung dari masyarakat atau pemberi 
hibah lainnya. 

e) dana darurat-LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya 
maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan 
diterimanya Kas di Kas Daerah; 

f) pendapatan lainnya-LO diakui pada saat telah menjadi 
hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah. 

3. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO 

a) pengukuran lain-lain pendapatan yang sah-LO dilakukan 
sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD; 

b) lain-lain pendapatan yang sah-LO diukur dengan azas 
bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang 
timbul karena pendapatan tersebut. 

c) Pengecualian atas azas bruto dilakukan untuk mengakui 
pendapatan dari Penerimaan Jasa Giro dan pendapatan 
Bunga Deposito. Pengukuran atas kedua jenis pendapatan 
terse but adalah sebagai berikut: 

Bunga Deposito _ Biaya Administrasi Bank Pendapatan-LO 

d) Pengukuran Pendapatan--LO yang didahului dengan 
dokumen penetapan didasarkan atas nilai sebesar tarif 
yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang 
undangan. 

e) Pendapatan LO tanpa dokumen penetapan diukur 
berdasarkan nilai uang yang diterima oleh Bendahara 
Penerimaan /RKUD /Rekening BLUD. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah 
LO 
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO disajikan dalam Laporan 
Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah 
yang Sah-LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan 
(CaLK). 

F. PENDAPATAN NON OPERASIONAL-LO 

• Definisi Pendapatan Non Operasional-LO 

a) pendapatan non operasional-LO yaitu pendapatan yang 
diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan 
utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin 
tergantung dari timbulnya suatu transaksi 

b) pendapatan non operasional-LO terdiri dari: 
) Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO 
2) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO. 
3) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO. 



2. Pengakuan Pendapatan Non Operasiona-LO 
a) pengakuan pendapatan non operasional-LO pada saat 

hak atas pendapatan timbul; 
b) pendapatan non operasional diakui ketika dokumen 

sum ber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara 
Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non 
lancar) telah diterima. 

3. Pengukuran Pendapatan Non Operasional-LO 
Pendapatan Non Operasional-LO diukur dengan azas bruto 
yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul 
karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang 
diterima. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional-LO 
Pendapatan Non Operasional-LO disajikan dalam Laporan 
Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum 
pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO 
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

G. PENDAPATAN LUAR BIASA-LO 

I. Definisi Pendapatan Luar Biasa-LO 
Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang 
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan 
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan 
berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 

2. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa-LO 
a) pendapatan luar biasa-LO diakui pada saat hak atas 

pendapatan luar biasa timbul; 
b) adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar 

kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka 
pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan 
diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir 
periode akuntansi. 

3. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa-LO 
Pendapatan Luar Biasa-LO diukur berdasarkan azas bruto 
atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang 
timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan 
jumlah nominal atas pendapatan terse but. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa-LO 
Pendapatan Luar Biasa-LO disajikan dalam Laporan 
Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. 
Rincian dari Pendapatan Non Operasional-LO dijelaskan dalam 
Catatan atas laporan Keuangan (CaLK). 



IX. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN 

A. UMUM 

I. Tujuan 
Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi 
atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian 
dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah. 

2. Ruang Lingkup 
Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun 
dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis 
akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas 
akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak 
termasuk perusahaan daerah. 

B. BEBAN 

1. Definisi Beban 
a) beban yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang 
dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 
timbulnya kewajiban. 

b) bcban tcrdiri dari: 
I) beban operasi; 
2) beban transfer; 
3) beban non operasional; dan 
4) beban luar biasa. 

2. Pengakuan Beban 
a) beban dapat diakui pada saat: 

1) Timbulnya kewajiban; 
2) Terjadinya konsumsi aset; dan 

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi 
jasa. 

b) saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat 
terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah 
daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. 

c) saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada 
saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak 
didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset 
non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. 

d) saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi 
jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset 
sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ 
berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi 
atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. 
Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan 
beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu: 
1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; 
2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan 
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3) Beban diakui setelah pengeluaran kas. 
e) beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila 

dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi 
perbedaan waktu antara pengakuan beban dan 
pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah 
dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk 
pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit 
dokumen penetapan/pengakuan beban kewajiban 
walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini 
misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan 
Barang/diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan 
dokumen transaksi lainnya Hal ini selaras dengan kriteria 
telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah 
menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan 
meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. 

t beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas 
dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan 
beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dalam 
periode pelaporan, maka beban diakui bersamaan dengan 
saat pengeluaran kas yaitu pada saat Bendahara 
Pengeluaran menginputkan bukti pengeluaran dalam 
mekanisme GU. 

g) gerlakuan akuntansi terkait pengakuan beban yang 
bersamaan dengan pengeluaran kas ini dapat juga 
dilakukan dengan pertimbangan manfaat dan biaya, 
transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama 
dibanding dengan perlakuan akuntansi (accounting 
treatment) yang harus dilakukan. 

h) beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila 
dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi 
perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan 
pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan 
setelah pengeluaran kas, maka perlakuan akuntansi 
pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau 
jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada 
saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau 
jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat 
diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat 
diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun 
neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya. 

3, Pengukuran Beban 
Beban diukur sesuai dengan: 
a) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas 

kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan 
manfaat ekonomi atau potensi jasa. Be ban diukur dengan 
menggunakan mata uang rupiah. 

b) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal 
transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga 
perolehannya. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Beban 
Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari 
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Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 
(CaLK). 

C. BEBAN OPERASL 

• Definisi Beban Operasi 
a) beban operasi yaitu pengeluaran uang atau kewajiban 

untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka 
kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan 
fungsinya dengan baik; 

b) beban operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang 
dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, 
Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, 
Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain; 

c) beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai 
baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus 
dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, 
dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah 
yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan 
yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan 
dengan pengadaaan aset tetap; 

d) beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat 
ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan 
ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi 
aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan 
barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, 
pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan 
kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan 
tertentu terkait dengan suatu prestasi. 

e) beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah 
daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan 
atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal 
outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang 
terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima 
pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya 
denda; 

f) beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi 
anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada 
perusahaan /lembaga tertentu agar harga jual 
produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh 
masyarakat; 

g) beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk 
uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah 
daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan 
organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan 
tidak mengikat; 

h) beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah 
daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan 
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 
resiko sosial, 



i) beban penyusutan dan amortisasi yaitu beban yang terjadi 
akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 
terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan 
penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu; 

j) beban penyisihan piutang merupakan cadangan piutang 
yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun 
piutang terkait kolektibilitas piutang; 

k) beban lain-lain yaitu beban operasi yang tidak termasuk 
dalam kategori tersebut di atas. 

2. Pengakuan Beban Operasi 
a) beban pegawai diakui pada saat timbulnya kewajiban atau 

peralihan hak kepada pegawai. Timbulnya kewajiban atas 
beban pegawai diakui berdasarkan dokumen yang sah; 

b) beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui 
berdasarkan tanggal tagihan; 

c) beban pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui 
pada saat Bendahara Pengeluaran menginputkan bukti 
pengeluaran; 

d) beban barang dan jasa diakui pada saat timbulnya 
kewajiban atau peraihan hak kepada pihak ketiga yaitu 
ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara 
Serah Terima ditandatangani; 

e) beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo 
untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, 
nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan 
walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan, 

) beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah 
daerah untuk memberikan subsidi telah timbul; 

g) beban hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD 
disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses 
verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir 
periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian; 

h) pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan 
dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui 
dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis 
kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat 
ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan 
penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi 
harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja 
ini; 

i) beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir 
tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan 
dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu 
pada bukti memorial yang diterbitkan; 

j) beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/ periode 
akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang 
sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial 
yang diterbitkan; 

k) beban lain-lain diakui pada saat kewajiban atas beban 
tersebut timbul atau terjadi peralihan hak kepada pihak 
ketiga 



3. Pengukuran Beban Operasi 
Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal 
beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata 
uang rupiah. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Beban Operasi 
Beban Operasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO) 
Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK). 

D. BEBAN TRANSFER 
1. Definisi Beban Transfer 

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang 
atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah 
daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

2. Pengakuan Beban Transfer 
Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban 
pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi 
terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum 
disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak 
menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai be ban 
atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum 
pengeluaran kas. 

3. Pengukuran Beban Transfer 
Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang 
diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur 
dengan mata uang rupiah. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Beban Transfer 
Beban Transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO). 
Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK). 

E. BEBAN NON OPERASIONAL 

I. Definisi Beban Non Operasional 
Beban Non Operasional yaitu beban yang sifatnya tidak rutin 
dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non 
operasional. 

2. Pengakuan Beban Non Operasional 
a) pengakuan beban non operasional berdasarkan pada saat 

timbulnya kewajiban; 
b) dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan 

terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui 
bersamaan dengan pengeluaran kas. 

3. Pengukuran Beban Non Operasional 
Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal 
yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Non 
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Operasional diukur dengan mata uang rupiah. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional 
Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional 
(LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

F. BEBAN LUAR BIASA 

I. Definisi Beban Luar Biasa 

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian 
yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun 
anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan 
kejadian diluar kendali entitas pemerintah. 

2. Pengakuan Beban Luar Biasa 
a) pengakuan beban luar biasa yaitu pada saat kewajiban atas 

beban tersebut timbul atau pada saat terjadi peralihan hak 
epada pihak ketiga; 

b) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan 
terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui 
bersamaan dengan pengeluaran kas. 

3. Pengukuran Beban Luar Biasa 
Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang 
diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban Luar Biasa diukur 
dengan mata uang rupiah. 

4. Penyajian dan Pengungkapan Beban Luar Biasa 
a) beban luar biasa disajikan dalam laporan operasional (LO). 
b) pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya 

dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah 
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional. 

c) rincian dari beban luar biasa dijelaskan dalam catatan atas 
laporan keuangan (CaLK). 

X KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN 
KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN 
OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 

A. UMUM 

1. Tujuan 
Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi 
atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 
perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak 
dilanjutkan. 

2. Ruang Lingkup 
a) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu 

entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan 
pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, 
perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak 
dilanjutkan; 



b) kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas 
pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan 
daerah. 

3. Definisi 
a) kebijakan akuntansi yaitu prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik 
spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

b) kesalahan yaitu penyajian pos-pos yang secara signifikan 
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi 
laporan keuangan periode berjalan atau periode 
sebelumnya. 

c) koreksi yaitu tindakan pembetulan akuntansi agar pos 
pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi 
sesuai dengan yang seharusnya. 

d) operasi yang tidak dilanjutkan yaitu penghentian suatu 
misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau 
penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, 
sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan 
tan pa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang 
lain. 

e) perubahan estimasi yaitu revisi estimasi karena 
perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau 
karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman 
dalam mengestimasi, atau perkembangan lain. 

f) penyajian kembali (restatement) yaitu perlakuan 
akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca 
yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode 
pemerintah daerah untuk pertama kali akan 
mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru. 

g) laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila 
sudah ditetapkan dengan peraturan daerah. 

B. KOREKSI KESALAHAN 

l. kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu 
atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan 
pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya 
keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh 
pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, 
kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan 
interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. 

2. dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh 
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode 
sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak 
dapat diandalkan lagi. 

3. kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan 
dalam 2 (dua) jenis: 
a) kesalahan yang tidak berulang; dan 
b) kesalahan yang berulang dan sistemik. 

4. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang 
diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan 
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dalam 2 (dua) jenis: 
a) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

berjalan; dan 
b) kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

sebelumnya 
5. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang 

disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis 
transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. 
Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang 
memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau 
tam bahan pembayaran dari wajib pajak 
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, 
melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk 
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi 
pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 

6. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah 
diketahui. 

7 Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 
periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun 
yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang 
bersangkutan dalam periode berjalan 

8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 
periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun 
yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang 
bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun 
pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun 
pendapatan- LO atau akun beban. 

9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 
periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, 
apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, 
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, 
baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun 
akun pendapatan-LO atau akun beban 

10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga 
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 
menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode 
tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan 
pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal 
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan 
pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. 

Contoh koreksi kesalahan belanja: 
a) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi s.aldo kas 

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo 
kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah 
penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas 
dan pendapatan lain-lain; 

b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang 
menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up 
dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja 
tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah 
saldo kas dan menambah akun pendapatan lain- lain LRA; 



c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi 
belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, 
dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih 
dan mengurangi saldo kas; dan 

d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang 
menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang 
belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo 
Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. 

11. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan 
dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset 
bersangkutan. 

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas: 
a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas 

yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah 
dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut 
harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo 
kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap; 
dan 

b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain 
kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum 
dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait 
dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas. 

12. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga 
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode 
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak 
mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila 
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, 
dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain 
lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban 
dilakukan dengan pembetulan pada akun ckuitas. 

Contoh koreksi kesalahan beban: 
a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban 

pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah 
gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan 
menam bah pendapatan lain-lain-LO; dan 

b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban 
pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi 
dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan 
mengurangi saldo kas. 

13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang 
tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya 
dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila 
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, 
dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo 
Anggaran Lebih. 

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA: 
a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba 



perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi 
dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo 
Anggaran Lebih; dan 

b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian 
pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer 
oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh 
) Pemerintah yang menerima transfer dengan 

mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan 
menguarangi saldo kas; dan 

2) Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas 
dan menambah Saldo Anggaran Lebih. 

14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan 
dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. 

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO: 
a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba 

perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi 
dengan menambah akun kas dan menambah akun 
ekuitas; 

b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian 
Pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer 
oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh 
I) Pemerintah yang menerima transfer dengan 

mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas; 
dan 

2) Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas 
dan menambah Ekuitas. 

15. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran 
pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi 
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah 
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan 
akun Saldo Anggaran Lebih. 

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan 
a) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah 

menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok 
pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh 
Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan 
menambah akun Saldo Anggaran Lebih; dan 

b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan 
pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan 
kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari 
Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo 
Anggaran Lebih dan menguarangi saldo kas. 

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran 
pembiayaan: 
) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan 

138 



pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang 
sehingga terdapat pengembalian pengeluaran 
angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas 
dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih; dan 

2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran 
suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, 
dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan 
mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih. 

16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan 
kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan 
dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban 
bersangkutan. 

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban 
a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas 

karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran 
suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas 
dan menambah akun kewajiban terkait; dan 

b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran 
suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan 
tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban 
terkait dan mengurangi saldo kas. 

17. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 
periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi 
kas, baik sebelum mapun setelah laporan keuangan periode 
tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos 
neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. 
Contohnya yaitu pengeluaran untuk pembelian peralatan dan 
mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, 
dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca 
dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan 
menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi 
Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi. 

18. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode 
yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus 
Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan 

19. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 

• Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari 
suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui 
trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, 
kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara 
konsisten pada setiap periode 

2 Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran 
akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, 
kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh 
perubahan kebijakan akuntansi. 



3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya 
apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda 
diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan 
akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila 
diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan 
informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau 
arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian 
laporan keuangan entitas. 

4, Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal 
sebagai berikut: 
a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau 

kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau 
kejadian sebelumnya, dan 

b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian 
atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak 
material 

5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan 
suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, 
perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi 
terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan 
sehubungan dengan revaluasi. 

6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan 
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. 

7. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi 
yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis 
Akrual penuh, dilakukan: 
a) penyajian kembali (restatement) atas pos-pos dalam 

Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal 
periode; dan 

b) agar laporan keuangan disajikan secara komparatif perlu 
dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya 
sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang 
baru. 

D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 
l. Agar memperoleh Laporan Kcuangan yang andal, maka 

estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola 
penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan 
entitas yang berubah. 

2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi 
disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan 
dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. 
Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset 
tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun 
tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. 

3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang 
akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan 
alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu 



E. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 

I. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah 
dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, 
program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut 
dihentikan 

2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, 
misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang 
dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, 
pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal 
penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau 
dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait 
pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada 
Catatan atas Laporan Keuangan. 
a) agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu 

segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam 
Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahtun 
berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan 
tampak pada Laporan Keuangan; 

b) pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu 
tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti 
biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun 
Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat 
rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap 
atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, 
hibah dan lain-lain. 

c) bukan merupakan penghentian operasi apabila: 
I) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen 

secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat 
diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang 
dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan 
lain; 

2) Fungsi tersebut tetap ada; 
3) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok 

dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi 
suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan 

4) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, 
menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa 
mengganggu operasi tersebut. 

F. PERISTIWA LUAR BIASA 

I. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau 
transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. 
Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk 
penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi 
berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa 
luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah 
atau jarang terjadi sebelumnya 

2. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas 
yaitu kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu 
tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau 
transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas 
merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau 
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tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak 
tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. 

3. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena 
perstiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaks 
secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar 
anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga 
memerlukan perubahan /pergeseran anggaran secara 
mendasar. 

4. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain 
yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan 
besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan 
informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun 
lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa 
darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan 
penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut 
tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, 
terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi 
yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila 
peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (ima puluh 
persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut 
layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai 
petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas 
memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna 
membiayai peristiwa uar biasa dimaksud atau peristiwa lain 
yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak 
terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat. 

5. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena 
peristiwa uar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi 
dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam 
keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas. 

6. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut: 
a) tidak merupakan kegiatan normal dari entitas; 
b) tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi 

berulang; 
c) berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan 
d) memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi 

anggaran atau posisi aset/kewajiban. 
7.Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa 

luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan. 
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